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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABU»’ATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.8t Telp. (0295) 691194 Kode PPos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN
DPRD KABUPATEN REMBANG MENJADI
PERATURAN DPRD KABUPATEN REMEANG
TENTANG TATA TERTIB

Hari : KAMIS
Tanggal : 09 Oktober 2014

Waktu  : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

L JENIS RAPAT : Rapat Paripurna [nte .1al DPRD Kabupaten
Rembang
II SIFAT RAPAT : Terbuka

.  ACARA RAPAT:

Pembukaan;

2. Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang merjadi Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupatea Rembang;

3. Penutup.

IV.  PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. Majid Kamil. MZ
2. Jabatan : Ketua DPED K.abupaten Rembang




V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama ¢ Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris OPRD Kabupaten Rembang

Vi. JUMLAH ANGGOTA

I. Fraksi Persatuan Pembaagunan : 10 orang
2. Fraksi Demokrat : 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa . b orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem . 8 orang
5. Fraksi Gerindra . 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang
7. Fraksi Harapan : 4 orang
Jumiah : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatua1 Pembangunan : 7 orang
2. Fraksi Demokrat : 5 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangs:. : 5 vrang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem . 7 orang
5. Fraksi Gerindra : 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang
7. Fraksi Harapan : 4 orang
Jumlah - : 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HA DIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 3 orang
2. Fraksi Demokrat : 3 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : | orang
4. Fraksi PD! Perjuangan Nasdem . | orang
5. Fraksi Gerindra : 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera ;- orang
7. Fraksi Harapan . ;- orang

Jumlah : 12 orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu’alaikumWr. Wh.

Yang terhormat Rekan- rekan Pimpinananggota DPRD
Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertagwa kepada Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji
syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmah dan hidayah yang diberikan
kepada kita, pada hari ini kita masih berkesempatan bertemu kembali di
ruang paripurna DPRD  dalam melaksanakan dan mengikuti Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa
aral suatu apa. Mudah- mudahan rapat paripurna ini dapat berjalan lancar

hingga selesainya acara nanti.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana hasil Rapat Pimpinan Gabungan antara Pimpinan
DPRD dengan Pimpinan Fraksi- fraksi DPRD pada tanggal 6 Oktober 2014,
Rapat Paripurna inimerupakanRapat Interna! DPRID) dalam rangka
Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertit DPRD
Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam Rapat Paripurna Pengesahan
Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang pada tanggal 6 Oktober 2014, terdapat perubahan pada



Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang sebagaimana yang disusun oleh Tim Penyusun Tata Tertib.
Perubahan tersebut terletak pada Pasal 50 ayat (3) yakni dalam
pembidangan Komisi, di mana Bagian Humas Setda dan Satnol PP
sebagaimana Rancangan Tim Penyusun dimasukkan dalam Komisi D, oleh
fraksi melalui tangapan 'fraksi-fraksi, Bagian Humas Setda dan Satpol PP
dikembalikan sesuai draft Rancangan yakni masuk pada Komisi A.
Selanjutnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD beserta
perubahan atas tanggapan fraksi-fraksi tersebut.oleh anggota-anggota
DPRD dapat diterima dan disetujiii menjadi Rancangan Resmi Peraturan
DPRD tentang Tata Tertib DPRD katupaten Rembang. Dan oleh pirapinan
sementara Rancangan Peraturan DPKD tentang Tata Tertib DPRD yang
telah resmi disetujui tersebut diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk
ditindaklanjuti menjadi Peraturan DPRD, sebagaimana foto copy yang

saudara- saudara terima.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa *“ Rapat
Paripurna memenuhi kuorum apabvila dihadiri oleh lebil dari % ( satu
perdua ) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat
untuk mengambil persetujuan atas hak angket, hak menyatakan pendapat,
mengambil keputusan usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil
kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD, menetaokan peraturan
daerah dan APBD «,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir

secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.



Dengan demikian, Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini telah memenuhi

qourum dan segera dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucap “ Bismillahirrohmanirrohim” tepat

pukul 13.40 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.
( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya
bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini adalah sebagui
berikut :

1. Pembukaan;

2. Pengesahan RancanganPeraturan DPRDtentang Tata Tertib DPRD
KabupatenRembang menjadi Peraturan DPRDtentarng Tata Tertib
DPRD KabupatenRembang:

3. Penutup.

Selanjutnya, marilah kita masuk pada acara pokck dalam Rapat
Paripurna hari ini yaitu pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang pertu mendapat persetujuan dari anggota DPRD dalam
Rapat Paripurna, karena Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi

anggota dalam pengambilan keputusan.



Oleh sebab itu, disetujui atau tidaknya Rancangan Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini adalah
tergantung persetujuan dari rekan- rekan anggota yang hadir dalam rapat
paripurna ini.

Untuk itu persetujuan saya tawarkan kepada rekan- rekan anggota :

“ ApakahRancangan Peraturan DPRD tentang Tala Teriib DPRD
KabupatenRembangsebagaimana fotocopy yang beradc di rangan
Saudara-Saudara dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD KabupatenRembang?”

=—=SETUJUUUU M==
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Dengan demikian Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang hasi}l kerja Tim Penyusun Peraturan DPRD
dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang dalam Rapat Paripurna ini. Semoga Peraturan DPRD
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah disahkan,
nantinya dapat mewadahi dan menampung hak serta kewajiban Anggota
DPRD Katupaten Rembang sesuai dengan keadaan saat ini dan yanyz akan

datang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Dengan telah dilakukan Pengesahan RancanganPeraturan DPRD
menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rernbang,
maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini, terima kasih atas
perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam saya

memimpin rapat.



Sebelum rapat ini saya akhiri saya menawarkan kepada Saudara-
Saudara. Mengingat Peraturan DDPRD tentang Tata Tertib DPRD telah
disahkan, saya pikir kita tidak perlu berlama- fam« untuk menetap<an alat
kelengkapan. Oleh karena itu saya menawarkan, sehabis rapat ini para
Pimpinan Fraksi bersama Pimpinan DPRD berembuk untvk menjadwalkan

pembentukan alat kelengkapan.

“ Apakah Saudara-Saudara setuju ? ¢
=== SETUIJUUU ==
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketrik palu 1 kali)

Akhirnya dengan mengucap “‘Alhamdulillahirobbil ‘alamin “ tepat
pukul 13. 50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita

bersama....... Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKI'. AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA, SEKRETARIS,
H. MAJID KAMIL. MZ Drs. ACHJIAD MUALIF

Pembina{Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011



LAMPIRAN :

RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGESAHAN RAMCANGAN PERATURAN DPRYD
KABUPATEN RUMBANG MENJADI PERATURAN
DPRD TENTANG TATA  TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN |

LAMPIRAN II

Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;

Tata Tertib DPRDY Kabupaten Rembang;



NO NAMA CABATAN TANOA TANGAN KET
1 2 J 4 S
FRAKSI PARTAI PERSATUAN
”_h“________l:!;M [}ANG { lz\'.»-\_s\'
1 |H. MAND I\AM_IL MZ 7 o Ketua
2_|SUGIHARTO o _ ‘ Anggola
3 |HM. MURSYID, 5T alggota 0 Be T
4 {ZAIMUL UMAM NS S Anggota
5 |MOKHAMAD ZAENURI N CAnpeota
| 6_|SULISTYO WETI ARIANI Anggota
7 |HENRY PURWOKO, S.Pd o Anggota |7
8 _|IMOHAMMAD ANSHORT . . fnggota
9 |H. SUPADI _ Anggota
10 |NUR HASYIM _ el Anggota
- FRAKS!I DEMOKRAT
L 11 [H. GUNASIH, SE Waki' Ketua
g 12_|EDI KARTONO, $.Pd, MH Anggota
13 [IMRQ’ATUS SOLICHAH, SE, MH Anggota
; 14 |Hj. HIKMAH PURNAMAWATI Anggota
;}; 15 [Ir. H. SUNARTO Anggota
gﬁ 16 H. ISLAHUDDIN ' Anggota
g‘lﬁ: ‘i? H. HARNO, SE L Anggota
_18_|MUGIYARTO, ST . Anggota
b FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA_VW o
19 [M.BISRICHOLILLAQUF | WakilKewa
20 |MOHAMMAD IMRON Anggota
21 |ILYAS b Anggot
22 [SHOLEH, BA __ Anggota T
22 |WASIMAN b Angpota
24 IMUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi Anggota

DAFTAL HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KAL. REMBANG
MENJADI PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KAB, REMBANG
HARVTANGGAL : KAMIS, Y OKTOBER 2014
PUKUL 13,00 WIB




“-‘)‘t‘-‘_ - T g o Trge
/N() N A M A JABATAN TANDA TANG AN KE

FKAKSI PDI PERFUANGAN NASDEM

25 IRIDWAN, SH, MM . Wakil ketua

26 (JASMANI - Anggota
27 {WIDODO _ _ Anggota
.28 D_ONN:Y KURNIAWAN, SE. MM ‘ Anggota
29 |SUMARSL: Anggota
30 (ALLIRCHAM, ST Angota
°1_{FRIDA IRIANI o . Angpota
32 IMUHAMMAD BATAUD DUROR, ST Anggota
_ FRAKSI PARTAI GERINDRA

3 [HERIKURNIAWAN, SE | . _Angrota
34 |H. CHASANUDDIN e o). Anggota

35 (PUJI SANTOSO, SP, MH -

_Anggota

35_|H. YUDIANTO, SH Anggota

37_|AYU ARDIYAH MAYASARI

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

_Anggota_

33 |H. ISMA_R_]_V ol Anggota

[ 39_[GATOT PAERAN. SH MS; to.. . Anggota
[ 42_{I JOKO SUPRIHADL St~ o Augedta

4 |CATUR WINANTO,SH | Ane
FRAKSI HARAPAN

42_{H. M. NURIASAN, SH, MH _ . Anggota

4 [SUKARMAIN oo Angeeta

44 _|SAHNINGSIH, St T .. Anggota 7
40 [PARAMITA PRAPANCA ANR, SPd | . Anggota

SEKRETARIATDPRD | S R S R
46_[Drs. ACHMAD MUALIF _ Schretwis PR~ J4e .7
40 [Drs. LATO'IFUL MINAN Kebhag, Kevangean 4 S
4L ()AIO' DARYANTO, SH KNa hl);ng._Unwm 48 /
42 IRATRIADI SAPTERO, ST Kasubbas, R;tpnl_& Risalah . 9/ 7”1
1

50 [JOKO PRIYONO, SL: Kasubba PPerbendaharaan |50 )
51 QQMBANGBS S1 Kasubba:: Humas& Protokol 5

5 - X

_—

Keterangan : RN _
11 fin L3 DPRD KABUPATEN RENA NG
Ca T
2 S Sakit " KETUASEA TN TARA

3C:Cuti & N

4 DL : Dinas Luar ]




Menimbang: a.

Me-ngingat:

PERATURAN DEWAN PEAWAKILAN RAKYAT DAEKAHR
KABUPATEN REMBANG
Nomor : O\ TAHUN 2014

TENTANG
TATA TERTIBDEWAN PEIW£KILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYA T DAERAH KASUFATEN REN.BANG

—

(63

bahwa fungsi Dewan Pertwakilan Rakyat Daerah Kabupater. Rembang
sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat mzandukung penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertit sesuai dangan perundang-
undangan yang berlaku;

bahwa dengan terpilihnya Anggota DPRD masa >akti 2014-2019
berdasarkan hasi! pemilu 2014, maka Peraturan DPPRD Nomor 01 Tahun
2012 tentang Perubahun Puraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Tata Tertib Dewan Perw al ilan Rakyat Daerah csudeh tidak sesuai lagi,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbuangar sebagaimana dimeksud pada huruf a
dan b maka perlu mene'apkan Peraturan Dewan Ferwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Remtang ‘entang Tata Tertiy Dowan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21. Pasal 22B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuni 945-
Undang-Undang Nomor 3. Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhii dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 008 teaterg Perubahan Keiua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perne-intahan Dasrah
Undang-Undang Nomor 15 "ahun 2011 tenter g Penyecnggara Pemilihan
Umun;

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2011 tentarg Pertai Folitik;
Undang-Undang Nomor & Tahkun 2012 tentang Pemiliran Anggcta Dewan
Perwakiian Rakyat, Dewan Penvakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah .

Undang-Undang Nemor 1/ Tahun 2014 ‘entang  Majelis

Permusyawaratan Rakyal, [Jewan Perwakilan Rakyat, Cewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilar Rakyat Daerzh;

7. Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tedtang Pergalo.aan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah MNomor € Tabun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Peme intah;

9. Peraturan Pemerintan Nomor 3  Tahun 2007 tentang Laporan
Peayelenggaraan iPemer ntah Daerah Kepada Pemeriniah, Laporan
Keterangan Pertanggungj.iwaba Kepala Daerah, dan Informasi L aporan
Penyelenggaraan Pemerirtah Daerah kepaca Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturar Cawan Parv/akilan Rakyat Daerah tentarg Tata

Tertib Dewan Perwekilan Rakyat Daerah.

BAB |
KETENTJAN UTAUM

F asal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang

14.

Pemerintah daerah adalah  bugati  dan perangkat dazrah sebagai unsu-
penyelenggara pemerintahan daera. .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘ang selanjutnyz. disebut JPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatée n Rembang

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan V/akil-wakil Ketua DPRD Kzbupaten Rembang.
Kepala daerah adalah Bupati Remb:ng

Wakil kepala daerah adalah Wakil B ipaii Rembang.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Ren.bang

. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat cengan KPU ada.ah komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis'ng.<at AP3D adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ceerah Kabupaten Rembang.

Fraksi adalah pengelompokan Anjgora Dewan Perwalilar. Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang menzerminkan kenfiguras: partai politik di Kabupaten
Rembang. _

Bedan Kehormatan adalah aiat ke engkapan Dewen Perwakilan Rakyat L.aerah

Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan diben-uk oleh Cewan Perwakian

2



Rakyat Daerah Kabupaten Rembaig.

15. Badan Musyawarah adalah alal kelengkapan Dewan Peiwakian Rakyat Daeran
Kabupaten Rembang yang bers.fat tetap dan diheniuk cleh Dawan Perwakiian
Rakyat Daerah Kabupaten Rembar: 3.

16. Badan Anggaran adalah alat ke.rngkapan Dewan Porwakiian Rakyat Daeruh
Kabupaten Rembang yang bersifrt tetap dan dibeniuk oleh Dewan Perwat.ilar
Rakyat Daerah Kabupaten Remban ;.

17. Badan Legislasi Daerah adalah alal kelengkapan Dew: i Perwakilan Rakyat D3aerah
Kabupaten Rembang yang bersifet tetap dan dibeniuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Remban.;

18. Komisi adalah alat kelengkapar lewan Perwakiian Raxyat Daerah Kabupaten
Rembang yang bersifat tetap dan d sentuk oleh Dewan Parwalkilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

19. Tata Tertib adalah Tata Tertib Cawan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang yang berfungsi untuk memcerielas tugas dalam mangatur mekanisme
kerja anggota DPRD yang ditetapkar. oleh dan untuk kepenitingar intern anggota.

20. Kode Etik Dewan Perwakilan Raky it Daerah yang seianjutrya disebut Kole Etik
adalah norma yang wajib dipatuhi cieh setiap anggota DPRL salama menj.lankan
tugasnya untuk menjaga martabat, kehormauan, citra dan kredivilitas

21. Awal Tahun Anggaran adalah bulan janu.ri.

EAB i
SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEANGGOT AAN, FUNGUI, TUGAS,
WEWENANG, H/.K DAN ¥EWAJIBAM
Bagian Xesatu
Susunan, Kedudukan dan Keanggotaan
Fasal 2
DPRD masa bakti 2014-2019 (erdiri atas anggota partai poltik peserta pemilihan umum
yang dipilth melalui pemilihan umum tahun 2014,
~asal 3
DPRD merupakan fembaga perwakilan re kyat daerah dan terkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah kabupat=n.
Fasal 4
(1) Anggota DPRD berjumiah 45 (empat pu'uh lima) orang.
(2) Keanggotaan DPRD dires mikan dengin Keputusan gubenur sesuai dengan laporan
komisi pemilihan umum yang disampaike ) melalui bupati
(3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (i ma) tahun terhitung mulai tunggal pengucapan
sumpah/janji anggota DPRD dan berkhir pada saat anggota DI’PRD vyang baru
mengucapkan sumpah/janji.



(4) Anggota yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat {3) meng icapkan sumpah janjl
bersama-sama bertepatan pada tangqal herakhirnya masa jaoat=n & {lima) tahun
anggota DPRD yang lama.

(5) Dalam hal terdapat anggota DPRD yany baru tidak dapzt mengucap'an suirpah/jani
bertepatan dengan berakhirnya masa jcbatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama,
masa jabatan anggota DPRD dimnaksud berakhir bersamaar: dergan masa jabatun
anggota DPRD yang mengucapkan sumpah.jan) secara besnnma-sama

(6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DP.2D jatuh pad3 har! libur atau
hari yang diliburkan, pengucapan sumpeahsjanji dilaksana<an hari berixutnya sesudah

Fariibur atau hari yang diliburkan dimaksid.

Pasal 5

(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatznnya, mengucapkan suinpah/jani secara
bersama-sama yang dipandu oleh ketue pengadilan negeri  dalam rapat paripuna
istimew~a DPRD.

(2) Dalam hal ketua pengadilan negeri be-halaigern, penguc pan sumpah/janji anggota
DPRD dipandu oleh wakil ketua pengad..an neqen.

(3) Dalam hal wakil ketua pengadilan r2ger sedagaimana cimaksud pada ayat (2)
berhalangun, pengucapan sumpah/jan; anggota DPRD dipandu oiet. hakim seninr pada
pengadilan negeri yang ditunjuk oleh keiua per gadilan negeri

(4) Hakim senior sebagaimara dimaksuo pada ayat (3) adalah hakim yang memiliki
pangkat/ golongan ruang yang tertinggi di pe:wvjadilan negeri yang bersangkutan

(5) Anggota DPRD yang berhzlangan mesgucapkan sumpah/jani sebagaimana dirnaksid
pada ayat (1), yang bersangkutan menjucankan sumpah/janji dipandu oleh ketua aau
wakil ketua DPRD dalam rapat paripurni istirnevia DPRD

(6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebe'um remangku jabatannya. mengucapkar
sumpah/janji yang dipandu oleh ketua «tau wakil ketua DPR!) dalam rapat parnpurna
isttmewa DPRD.

Pzsal 6

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota CPRD sebagaimanez dimaksud dalam Pasal o
didampingi oleh rohaniwan sesuai deng: W agema masing-masing.

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebag »mana dimaksud pada aya’ {1). anggcta OPRD
yang beragama:

a. lislam, diawali dengan frasa “Dem. Allah”:

b. Protestan dan Katolik, diakhiri denjan frasa “Semoga Tuhar raenolong saya’”,
c. Budha, diawali dengan frasa "Derni Hyang adi Budha', dix

d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atair Paramawisesa’.

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpahijani, anggota DPRD menandatangan: benla
acara pengucapan sumpah/ianji.



Pasas 7
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalain Pasel 5 adalah sevagai nerikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ber,z nji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota /k2tun fvakil keiia Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Renibang dengan sebak-caknya dan seadi-aditnya.
sesuai dengan peraturan perundang-undanyan, dengan berpedoman pacda Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Irdonesia Tehun 1945
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekarja dengan sunjguh-sungguh. deni
tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan egara
daripada kepentingan pribadi, seseorang, can golongan
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang s<ya wakili t1tuk mewujudkan

tujuan nasional demi kepentingan bangsa can negara kesatua 1 Reaublil. Indonesia.”

Bagran Kedua
Fungsi dan Tuges
Pasal 8
(1) DPRD mempunyai fungsi-
a. legislasi;
b. anggaran; dan
C. pengawasan.

(2) Fungs! legislasi sebagaimara dimzks.ud pada ayat (1) huruf a diwuj:dhan dalam
membentuk peraturan daerah Lersama ' epala daerah.

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimak-ud pada ayat (1! nuruf b diwujudkar dalam
membahas dan menyetujui anggarar, p:ndag atan dan belanju daerah bersama kepalz
daerah.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dim: ks pada ayat (1) auruf ¢ diwujudkar dalar
mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

{5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksu¢ pada ayet (1) dyalankan dalam kerangka

representasi rakyat Kabupaten Remban j.

Pasal @
(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenan.".
a. membentuk peraturan daerah bersama lepala daeran
b. membahas dan memberikan pers atujuar. ancangan peraturan daerah mengenal
APBD yang diajukan oleh kepala dazrah:
melaksanakan pengawasan terhzden pelaksanaan paraturan naerah dan APBD:
d. mengusulkan pengzngkatan da ‘atau pemberhentian kepaly daerah dan/atdau
wakil kepala daerah kepada irenteri calam negern nelalur gubernur untuk

mendapatkan pengesahan pengs' gnatan dan/atau pemt-erhentian:
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e. memilih waki! kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan waki! kepal«
daerah;,

f memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemenntah daerah terhadap
rencana perjan,ian internasional di daerah |

g. memberkan persetujuan terhadap rencana kerja sama iniernasiona. yang
Cilakukan oleh pemerintah daeralh :

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
per.yelenggaraan pemerintahan daecrah:

. memberikan persetujuan terhacep rencena kerja sama dengan daerah lain atau
dengan pihak ketiga yarig membocban masyarakat dan daerah;

J. mengupayakan terlaksananya <ewajiban daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Jjan

k. melaksanakan tugas dan wewer ang fain yang diatur da.am ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemilihan wakil kepala daerzh dilikukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf 2 apabila masa jabatar wakil kepala daerah masin ‘ersisa 18 (delapan
belas) bulan atau lebih terhitung sejak Lekosongan jabatan wa «if bupati.

(3) Perjanjian internasionral sebagaimanc dimaksud pada ayat (1) hurui f adalah perjanjian
antara pemerintah dan pihak luar neguert yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
(4) Kerja sama internasional sebageimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kerja
sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang melputi kerja sama
propinsi, kabupaten "kembar’, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan,
kerja sama penerusan pinjaman/ hiban, kerja sama penyertaan nodai. dan kerja sama

lainnya sesuai dengan ketentuan perewuran perundang-undangar.,

Bacian Katiga

Hak d.in Kewajiban

Fas.al 10
DPRU mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dar,
c. menyatakan pandapat.
lasal 11

(1, Hak interpelasi sebagaimena dimaksud dalam Pusal 10 hu.f 1 adalah hak DPRD untuk
meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yanq
penting dan strategis serta berdampak luas pada keludupan be-masyarakat dan
bernega-a.

(2 Hak angket sebagaimana dimaksud dalain Pasal 10 huref £ adalah hak DPRD untuk

melakukan penyelidian terhadap kebijukan pemerintah kabupaten yang penting dan
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strategis serta berdampak luas pada “chidupan masya-akat, daerah, dan negara yang
diduga ber‘entangan dengan ketentuan pera.uran perundang-undanjan.

(3) Hak menyata<an pendapat 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 auruf ¢ adalah heak
DPRD urtuk menyatakan pendapat teadap kebijakan bupati atau mengenai kejacian
luar biasa yang terjadi di daerah disei.ai dengan rekocmendasi penyelesaiannya atau

sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelas: dan hak angket.

Pa-agraf 1
Pelaksanaa 1 Hak Interpelasi
Psal 12
(1) Hak interpeiasi sebagaimana dimaksuc dalam Pasel 11 ayat (1) dwsulkan oleh paling
sedikit 7 {tuiuh) orang anggoeta DPRE dar. lebih dari 1 {satu) fraksr.

(2) Usul sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang
ditandatangani cieh para pengusul dan dioerikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserter dengan do<umen yang memuat

sekurang-kurangnya
a. mater kebiyakan dan/atau pzilaksanaan kebyakar pemerintah deerah yang akan
dimintakan keterangan; dan

b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 13 '

(1" Usul sebagaimana dimaksud dalam Pesal 12 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada
rapat naripurna DPRD.

{2) Dalam rapat paripurna DPRD sebaga mana dimaksud pada ayat (1) para pengusul
diberi kesempatan menyampaikan perielasan lisan ztas usul permintaan keterangan
tersebut.

(3) Pembicaraa.a meagenai sesuatu usu 1ieminta keterangan: d.lakukan dengan memberi
kesempatar. kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
b. para pengusul memberikan jawahan atas pa.uangan para anggota DPRL.

(4) <eputusan persetujuan ateu penodlakan terhadap usul permintaan keterangan kepada
kepala daerah ditetapkan calam rapat paripurna.

(5) Usul permintaan ketzrangin DPFD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul
berhak m:znarik kemtali usulannya.

(6) Usul sebagaimana d:maksud valam Fasal 12 manadi hak interpelasi DPRD apabhila
mendapat persetujuar, dari rapat paript r.a DPRD yang dihaairi lebih dari 2 (satu per
dua) jumleh anggota DPRD dan putuser. diambil dengan persetujuan lebih dari 72 (satu

per dua) ;umlah angyota DPRD yang ha tir.



Pisal 14

(1) Kepala daerah dapat hadir untuk memoerikan penelasan tertulis terhadap permintaan
keterancun anggota DPRD sebagaimana dinaksud dalam Pasal .13, dalam rapat
paripurni DPRD.

(2} Apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). h:pala daerah menugaskan pejabat terkait untuk
mewakilir.ya.

(3) Setiap anggota DFRD dapat mengaikan peranyaan atas pejelasan tertulis kepala
vaerah sebagaimana dimaksud pada ayat ‘1).

\4) Terhadap penjelasan teriulis kepala cae ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
DPRD dapat menyatakan pendapatnya.

(5) Pernyatazn pendapat sebagaimana aimiaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi
oleh DPRD kepada kepala daerah.

(6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana
dimaksud pida ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan
kebijakan.

Paragraf 2
Pelaksan:an Hak Angket

Fasal 15 ]

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud da am Pasal 10 huruf b diusulkar: cleh paling sedikit

7 (tujuh} orang anggota DPRD dan 2bia dari 1 (satu) fraksi
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada avat (1), disampaikan kepada pimpinan DFRD, yang

ditandatangani nleh para pengusul dan diberikan nomor pokuk oleh sekretari 3t DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada aya! (), disertai dengar: documer: yang memuat

sekurang-kurangnya: |

a. materi sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 11 ayat (2);

b. alasan penyelid'kan.

Pasul 16

(1) Pemticaraan mengenai usul penggunsan hak angket, diiakukan deagan memberikan
kesempatan kepada anggota DPRGU lainnya unt ik membei ..an tanggapan melaiui fraksi
dan sefanjutnya pengusul memberikan jawaban atas tangg:ipan anggo a DPRD.

(2) Keputusan atas usul melakukan peny:'dikan terhadap kepala daerah dapat disetujui
ctau ditolak, ditetapkan dalam rapat par purna DPRD.

(3) Usul melakukan nenyelidikan sebelum nempercleh keputusan DPRD, penjusul berhak
menarik kembali usuinya.

(4) Apabila usut melakuxan penyzlidikan ¢ -setujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD
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menyatakan pendapat uniuk melakuken penyelidikan dan menyampatkannya secara
resmi kepada kepaia daerah.

(5) Usui sebagcaimana dimaksud dalam Fasal 15 manjadi hak angket DPRD apabila
mendapat pe setujuan dar rapat paripi.ra DPRD yang dihadiri paling sedikit % (tiga
per empat) dari jumlah anggota CPRD .an patusan diambil dengan persetujuan paling

sedikit % (dua per tiga) dari jumlah angyota DPRD yang hadi.

Pusal 17

(1) DPRD memutuskan menerima atau menolek usul hak angket sebagaimana dimaksud
dalam Pasa. 10 huruf b.

(2} Dalam ha! DPRD menerima usul hak angket sebagaiinana dimaksud pada ayat (1.,
DPRD membentuk panitia angket yang terciri atas semua unsur fraksi DPRD dengan
keputusan DFRD.

(3) Dalam hal DFRD menolak usul hak ancket sebijaimana dimaksud pada ayat (1), usul

tersebut tidak dapat diajukan kembaii.

P.sal 18

(1) Panitia ancket DPRD sebacaimana dimaksud dalam Pacal 17 ayat (2) dalam
melakukan penyelidikan sebagaimana Pasal 10 huruf b dapet memanggil pejabat
pemerintah <abupaten, badan hukum atau .varga masyaraka' di kabupaten yang
dianggap menge.ahui atau patut menge ‘ahui masalah yang diseliciki untuk memberikan
keterangan serta untuk merminta me-~uniukkan surat atau dokunien yang “erkaitan
dengan hal yang redang diselidiki.

(2) Pejabat pemerintah kabupaten, bedan aukum, atau warga masaracat di kabupaten
yang dipanggil sebagaimana maksud pada ayat (1) wajib memenuni panggilan DPRD
kecuali ada alasan yang sah menunit peraturan perundang-undangan

(3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupa'en, badan hukum, atau we rga masyarakat di
kabupaten telah dipangqil dengan patut secara berturut-turut {idak memenuhi
panggilan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), DPRD dapet memanggil secara
paksa dengan bantuan Kepolisian Yegara Republik Indonesia sesuzi dengan
ketentuan peraiuran perundarg-undang 0.

Pasar 19

(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana zimaksud dalam Pasal 10 hisruf b diterima oleh
DPRD dan ada indikasi tindak pidana, [3PRD meny arahkan peryclesaiannya kepada
aparat penegak hukum sesuai ketentuar neraturan pe-undang-undangan.

(2) Apabila hasil penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepaia daerar berstatus sebagai
terdakwa, Menteri Dalam Negeri membarhentikan sementara bupati dan/atau wakil
bupat dari jabatannya.

(3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berc .sarkan putusan pengadilan

9



yang telah memperoleh kekuatan huk. n tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan
tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahurn atau lebih, DPRD mengusulkan
pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati dari jabatennya kepada Menteri Dalam
Negeri.
Fasal 20
Panitia angket melaporkan pelaksar.aan t.gasr.ya kepada rapat paripurra DPRD paling

lama 60 (enam puiuh) hari sejak Jibentk."ya panitia angket.

Paragraf 3
Pelaksanaar. Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 21
(1) Hak menyatakan pendapa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diusulkan
oleh paling sedikit 10 (seputuh) orang a \ggota DPRD dan lehih dari 1(satu) fraksi.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ays (1)disampaikan kepada pirapinan DPRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dar diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ay~t (1) disertai dengan do<umen yang memuat
sekurang-kurangnya:
a. materi sebagaimana diinaksud dalam Pasal 11 ayat (3), itau
b. materi hasil peleksaraan hak .nt rpelasi sebagaimana dimaksc.ud dalam Pasal 14

atau hak angket sebagaimana di naksud daiari Pasal 19.

Pasai 22
(1} Usul pernyataan pendapat sebagaimani dimaksud dalarn Pasal <1, oleh pimpinan
DPRD disainpaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari
Badan Musyawarah.
(2) Dalam rzpat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayut (1), para pengusul
diberi kesempatar r..mberikan penjeiasan atas usul pernyataan per.danat tarsebut.
(3) Pembahacan dalam rapat paripurra DPRD mengenal usul pernyataan pendapat
diiakukan dengan membeiikan kesempatan kepada:
a. angyota DPRD lainnya untuk meraherikan pandangan melal.i iraksi
b. kepala daerah untuk memberikan pendapat: dan
C. paa pengusul memterikan jawaban atas pandangan para anggacta dan per.dapat
kepala daerah.
(4) Usul pernyataan jendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak
menarik kembali usLinya.
(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan meneriraa atau menolak 1sul perryataan pendapat
teisebut menjaedi pendapat DPRD.
(6} Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapa’, keputusan DPRD memuat:
a. pernyataan pendapat;
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b. saran penyelesaiannya; dan
C. peringa‘an.

{7) Usul sebagaimana d.makeud pada ayet (1) .nenjadi hak menyatakan pendapat DPRD
apabila merdapat persetujuan dari rapz’ paripurna OPRD yanq dihc diri paling sedikit %
(tiga per erapat) dari juralah anggota UPRC dan putusan diambil dengan persetujuan
paling sedikit % (dua per tiga) Jdari jumlz.h anggota DPRD yanc hadir.

Pa agraf 4
Pelaksanaan | lak Anggota DPRD
Prsal 23

Arggota DPRD m:mpunvai hak :

a. mengajukan rancangan peraturan dazrah,
b. mengajukan pertanyaan;

¢. menyampaikan usul dan pendapat.

d. memilih dan dipilih;

e. mempela dir,

f. imunitas;

g. mengikuti crientasi dan pencaiaman 'ugas,
h. protokcler:

keuangan can administrativ ; dan
J. menarima dokumen bahan pernbalzsan dan hasil akhir pembahzasan setelah '

disahkan.

Pusal 24

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak riengajukan rancangan peraturan daerah.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksu< pada ayat (1), disampaikan kepada nimpinar,
DPRD dalam bentuk rancangan peraturin daerah disertai penjelasan secara tertulis dan
diberikan nomor pokok oleh sekretaria: DPRD.

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksuc nada ayat /2) oleh pimpinan DPRD disampaikan
pada Badan | egiclasi Daerah untuk dii tkukan pengkajiar

(4) Berdasarkan hasil pengkajiar Badan Legislasi Daerah, pimpinan mer yampaikan kepada
rapat paripurna DPRD.

(5} Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi keserioatan memberikar, penjelasan atas
usul sebagaimana dimaksud pada aya’ (2).

(6) Pembicaraan rnengenai sesuatu usul prakarsa dilaku'an dengar memberikan
keszmpatan kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk mem erikan pandangan;
b. para pengusul memberikan jaweban atas pandangan para anggota DPRD
lainnya.
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(7) Usul prakarsa setelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD. para pengusu! berhak
mengajukan perubahan dan/atau men sabutnya kembali

(6) Pembicaraan memutuskan. menerima atau menolak usu! prakarsa menjaci prakarsa
DPRD, diakhiri dergan Keputusan CPRD yang menerima alau menclak usui prakarsa
menjad prakarsa CPRD.

(9) Tata cara pembatisan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti
ketentuer. yany berlaku dalam pembalizsan rancaagyan peratiran daerah atas prakarsa

kepala daerah.

Pasal I5
(1) Setiap aaguota DPRD capat menga’ikan pertatiyaan kepada pemerintah daecah
berkaitan dengan fungsi, tugas dan wev.enang DPRD baik secara lisan maupun secara
tertulis
(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggote DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diteriken secara lisan atau secara tedulis dalam tenggany waktu yang disepakati

bersama

Pasal 26
(1) Setiap anygota DPRD dalam rapat DFRD be-hak mengajukan  usul dan pendapat
kepada pemerintah daerah maupun k2pada pimpinan DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan
memperhatit.an tatakrama, etika, mora: sopar santun dan kepatutan sesuai dengan
kode etik DPRD.

Fasal 27
Setiap anggota OPRD berhak untuk memiliy dar: wipity menjadi anggota atau pimpinan dari

alat kelengkapan DPRD sesuai dengan pe-aturan perundang-undangan.

Fasal 28
(1) Setiap anggota DPRED berhak membea Airj terhadap dugaan pelanggaran terhadap
ketentuan perturan perundang tundanein, kode etik dar Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2) Hak membela diri sebagairana & maksud pada ayat (1) dJilakukan sebelum

pengambilan keputusan oleh Badan Ke, ormatan.

Pasal 29
(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntu. di cepan pengadilan karena perr yataan, pertanyaan
dan/atau perdapat yang dikemukakan Wwa baik secara hsan maup i tertulis di dalam
rapat DPRD maupun di luar rapat Di’KD yang berka.tar dengan fungsi, tugas dan

wewenang DPRD.
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(2) Anggota DPRD tidak dapat digunti antarwaktu karena parnyataan, pertanyaan dan/atau
pendapat yang dikemukakanrya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD
yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenrang DPRD.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam h:.l anggota DPRD
yang bersangkdatan mengumumkan materi yang elah disepakat, dalam rapat tartutup
untuk dirahasiakan atau hal lain ys1g Jdimaksud dalam ketentuan riengenai rahasia

negara sesuai dengan ketentuan per: turan perundang-undz.ngan.

Pasal 3¢

(1) Anggota DPRD mempunyai hak uniiik mengiku'i orientas. oelaksanaan tugas sebagai
anggota OPRD pada permulaan misa jabatannya dan mengikuti p:ndalaman tugas
pada masa jabatannya.

(2) Anggota DPRD melaporkan hasil p:laksanaar. orientasi dan pendalaman tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pirpinan DPRD dan kepada pimpinan
fraksinvya.

{3) Penyelenggara orientasi sebaga.mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukar oleh
pemerintah, pemerintah daerah setempat, sekretariat DPRD, partai politix atau
perguruan tingg.

Pusal 31

Hak protokoler, keuanygan, dan administrat ¢ pimpinan dan anggow@ DPRD diatur tersendiri

dalam peraturan pemerintah.

Pa agrat 5
Kewajiban Anggota DPRD
Pusal 52

Anggota OPRD mempunyai kewajibar:

a. memegang teyuh dan mengamalkar: Fancasila;

b. melaksarakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
mentaat’ peraturan perundang-undangan;

c. mempertahankan dan memelihara i(erukunan nasional dan keutuhan Negara
Kesatuan Flepublik Indonesia;

d. mendahulukan kepentingan negara'ji atas kepentingan pribad’, kelompok dan
golongar.,

e. memperjuangkan seningkatan kesejahte aan rakyst;

f. menaati prinsip demokrasi dalam pe! yelenggaraan pemerintahan daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etka dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam

penyelengcaraan pemerintahan daeian;
I. menyerap dan menghimpun aspires’ konsttuen melalui kunjungn kerja secara

berkala;



i menampung dan meanindakianjuti aspirasi dan pengacuan masyarakat;

K. memberkan perianggung;awaban sece.a moral dan potitis kenada konstituen di
daerah pemilihannva:dan _

I Mengikuti Upacara Resmi Pemerintar Kabupaten Rembanyg meliputi;

a. Upacara Har: Ulang Tahun ( HLT ) Kemerdekaan Republik Ir.donesia -

. Upecara Hari Jadi Kabupaten Rembang.

BAB Il
~RAKSI
Pasal 33

(1) Untuk mergoptimalkan pelaksanaan fur.gsi, tugas dan wewenang DPRU serta hak dan
kewajiban anjgota DPRD. dibentuk freksi setagai wadah berhimpun anjgota DFRD.

(2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi an(,cota salal satu fraksi.

(3) Setiap freksi di DPRD beranggotahan naling sedikit sama dengjan jumiah komisi di
DPRD.

(4) Partai politik yang jumtah anggotanys di DPRD mencazai ketenwan sebagaimana
dimaksud paca ayat (3) atau lebih dap:t niembentuk 1 (sat) fraksi.

(5) Dalam ha' partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD) tidak memenuhi ketentuan
sebagaimar.a dimaksud pada ayat (3). enggctar.ya dapat bargabung dengan fraksi yang
ac'a atau membentuk fraksi gahungan.

(6) Dalam hal ‘idak ada 1 (setu) parta.ooiiik yang memenuai persyaratan sebagaimgna
aimaxsud pada ayat (3) maka dibentuk ‘-aks: gabungan yang jumlahnya paling banyak 2
(dua) fraksi gabungan.

{7) Partai poiitik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan zyat (5) harus mendudukkan
anggotanya dalam satu fraksi. |

(8) Pembentukan fraxsi sebajaimana dim iksud pada ayat (4) ayet (5) dan ayat \8)
dilaporkan kepada pimpinan CPRD intu'. diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

(9) Fraksi yang telah diumumkan calam rar at paripurna sebagairana dimaksud pada ayat
(8) bersifat tetap selama masa kean3zgot;:an DFRD.

(10) Sekretariat DPRD menyediakan sa ans angjaran, dan tenaga ahli guna kelancaran
pelaksanaan tugas fraksi sesuai denjan kebutuhan dan dengan memperhatikan
Kemampuan APBD.

Pasal 34

(1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pa-al 33 mempunyai sekretariat fraksi.

(2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimakst 4 pade ayat (1) mempunyai tugas membantu
kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

(3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana limaksud paca ayat (2) disediakan sarana dar

anggaran sesuai dengan kebutuhan dan Kemampuan APGD.



(4) Sarana sebagaimana dimaksud pade ayat (i) adalah 2la* tulis kantor dan alat

kelengkapan kantor, tidak termasuk sar:.ne mobiitas.

(5) Angcaran sebagaimana dimaksud pade avat (3) adalah kebutuhan belanja untuk

menunjang kegiatan rapat fraksi dan ke wtuhan kesekretariatan.

P:sa 35

(1) Setiap freks sebagaimnana dimaksud da.am Pasal 33 dibantu oleh 1 (satu) oranj tenaga

ahli.

(2) Tenaga anli sebagairiana dimaksud nana ayat (1) paling sedikit renienuhi persyaratan:

a.

berpendidikar serendah-.endahi ya strata satu (S1) dengan per ga aman kerja
paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan penjalaman kerja paling
singkat 3 (tiga) tahun, atau s.rata tiga (S3) dengan penga.aman kerja paling
sedwiit 1 {satu) tahun;

menguasai bidang pemerintahan:

mencuasai tugas dan fungsi DPRD.

l-asal 36

(1) Pimpinan fraksi terdini etas ketua, wakil ketua, dan sekretars vang dipilir deri dan oleh

anjgota fraksi.

(2) Pimpinan f'akal yang telah terbentuk sebugaimana dimaksud pada ayal (1), dilaporkan

kepada pirpman DPRD untuk diumu nkan dalam rapat paripurna. '
(3) Fraksi-fraks: LPRD adalah:

® 2 0 o

"

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:
Fraksi Demckrat;
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:
Frals: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasd=m:
Fraksi harya Sejehtera;
Fraksi Harapan;,

BAB IV

ALAT KELENGKAFAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pesal 37

(1) Alat kelengkapar CPRD terdiri e.tas:

a
b
C.
d

Pimpinan,
Badan Musyawarah;
Komisi;

Badan Legislasi Daerah,



e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. Alat kelengkapen lain yang dipe lukan dan dibentuk cleh repat narnpurna.
(2} Kepemimoinan alat kelengkapan sehavaimana dimaksud pada aya. (1) bersifat kolektif

dan kolegial.
(L) Dalam merjalankan tugasnya, alat keli:ngkapan dibantu oleh sekretariat.

Bag.an Kedua

Fimpinan

Fasal 38

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 {tiga) nrang wakil ketua.

(2) Pimpinan sebagarmana dimaksud pad 1 ayat (1) berasal dari pariai pcittik berdasarkan
urutan perolehan kursi terbanya'< di DF <D.

(2) Ketue DPRD 1alah anggota DPRD yer-g berasal dari panai politik vung memperoleh
kursi terbanyak pertama di DPRD.

(4) Dalam hal .erdapat lebih dar 1 (satu, partai politik yang merinperoleh kursi terbanyak
pertama sebagaimzana dimaksuc pada ayat (), ketua NPRD ialal anggota DPRD
yang berasal dari pertai politik yang memoeroleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal terdapat iebih dari 1 (sa'u) paitai politik yang memperoleh suara terbanyak
saima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentian ketua DPFD Jdilakukan
berdasarkan persebaran wilayah percichan suara parta: poltik yang lebih luas secara
berjenjang.

(6) Dalam hal terdapat 'ebih dari 1 (satu) partai politik yang mempercleh kursi terbanyak
pertama sebagaimzna dinaksud pada ayat ‘3), wakil <etua DPRD ialah anggota
DPRD yung berasa dan partai po'iti: yang memperolzh suara terbanyak kedua,
ketiga, den/atau keempat.

(" )Apabila masih terdapat kursi wakil «2tua DPRD yang belum terisi sebagdimana
dimaksuc pada ayat (8), meka kursi waxil ketua diisi oleh anggota DPRD yang herasal
dari partai noiitik yarg memperol:h kure i terbanyak kedua.

(8) Dalam tial terdapat iebih dari 1 {satu) oartai politik yang memperoleh kursi tersanyak
kedua sama. wakl ketua sebagainarc dimaksud pada ayat (7) ditentukan
b.arcasarka urutan hasil perolehan suara tesbanyal..

{9) Dalam hal te dapat lebih dari 1 (satu) »artai politk yang memperoleh kursi teryanyak
kedua sebayaimana dimaksud pad- ayzt (7). penentuan wakil ketua DPRD
sebagaimane dimarsud pada ayat (<) dilakukan berdasar<an persebaran wilayah

perolehan suara partal politik yang lebir luas seczara berjenjang.
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Pasal 39

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimani dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) belum

terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimrpiran sementara DPRD dengan tugss pokok

memimpin rapat DPRD, memfasilitas: p2mhentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan
peraturan tata tertio DPRD, dan memros 2¢ penetapan pimpinan DPRD definitif.

(1) Pimpinan cementara sebagaimana dinaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua
dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi
terbanyax pertama dan kedua di CPRD

{2} Dalam hal .erdapat Iz2bih dar 1 {satu) partai politik yang mempernlch terbanyak sama,
ketua dan wekil ketua sementara LPRD ditentukan secara musvawarah oleh wakil
partai politik yang bersangkutan.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) tidak mencapai
kesepakaten, ketua dan wakil ketia sementara DPRD berasal cari partai politik

berdasarkan urutan perolehan suera Jdulam pemilihan umum.

Pasa' 40

(1) Partar pontik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1) menyampai«an 1 (satu) orang calon pimpinga DPRD kepada
pirnpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan calam rapat pa-ipurna
DPRD sebagai calon pimpinan DPREC

(2) Penyampaian 1 {satu ) orang calon pinpinan DPRD ole". parai pelitik sebagaimgna
dimaksud pada ayat (1) secara adrninistratif ditandatangari oleh k2tua dan sekretaris
partai politik atau jabatan lan sesue1 dengan AD/ART padu partar politik setempat/
sesuai dengan tingkatan wilavehina harus sesuai d:@ngan rekomendasi dewan
pimpinan pusat partai politik yar.g be sangkutan.

(3) Dalam hal penyampaian usul calor pimpinay DPRD yang diajukan oleh pimpinan
partai politik setempat/ sesuai deng: rr tingkatan wilayahnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berbeda dengan rekoi12ndasi dari ¢cewan pimpinan pusat partai yang
bersangkutan, yang berlaku adalah calon aggota DPRD yang direkomendasikan oleh
dewan pimpinan pusat partai yang be: sangkutan.

(4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calcn pimpinan DPRD kepada
gubernur melalur bupati untuk diresmiken pengargkatannya

(5) Istilah "melalui” sebagaimana dinaks.d pada ayat (4) dimaksudkan bahwa bupati
hanya meneruskan keputisan DPRC yang ditandatangai oleh pimpinan sementara
DPRD.

(6) Apabila bupati tidak menerustan kept-usan DPRD tersebut sebagaimana dimaksu.
pada arat (5), pimpinan sementara D°>RD dapat lengsung mengusulkan perasmian

pengangkatan owv.pinan DPRD kepada guternur,



Pasal 41
(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) sebelum mernangku
jawabatannya mengucapkan sumpah;/janji Ji gedung DPRD setempat yang dipandu
oleh ketua pengadilan negeri.
(2) Dalam ral pengucapan -sumpah/janj;
dimaksud pada ayat /1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan

di gedung DPRD setempat sebagaimana

sumpah/janji pimpinan DPRD dapa* Jiluksanakaa di tempat lain.
(3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berh:langan, pengucapan sumpah/janji simpinan DPRD dipardu oleh wakil ketua
pengadiian negeri.
(4) Dalam hal wakil keiua pengadilan regeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior

pada pengadilen negeri yang dituniuk cleh ketua pengadilan negeri.

Pasel 42
(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas .
a. memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang urtuk dia nbil keputusan:;
b. menyusun rencana kerja dan menjadakan pembagian kerja antara ketua dan
wakil ketua; _
C. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksznaan agenda dan
materi kegiatan dari alat kelengrapan DPRD: .
d. menjadi juru bicara DPRD;
e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.
mewakili DPRD dalam hubungannya dengan lembaga/ instanci lainnya;
g. mengadakan konsultasi dengar kepala daerah dan pimpinan lembagal/instansi
lainnya sesuai dengan kepitucan DPRD:
h. mewakili DPRD di pengadilan;
I melaksanakan keputusan DPF'D berkenaan dengan penetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota sesuar dencan ketentuan peraturan perund ang-undangan:
J. menyusun rencana anggaran f2reama sekretariat DPRD yang pengesahannya
dilakukan dalam rapat paripurna dan
k. menvampaian laporan kinerja pimpinan DPRD dal: .n rapat OPRD vyar.g khusus
diadakan untuk itu.
{2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga
puluh} hari, pimpinan DPRD mengaaskan musyawarah untuk mer.entukan salah satu
pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan

sementara sampai gengar. gimpinan yang bersangkutan dapa. melaksanakan tugas;
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(3) Berhalangan sementara sebagaimar a dimaksud pada ayat (2) adalah situasi ran
kondisi yang menyebabkan unsur »impiran DPRD tidak dapat melaksanakan
tugasnya,

(4) Tidak termasuk berhalanjan sementar:: sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabita
anggota pimpinan DPRD dikenai sanksi penberhertian sementara sebagai znggota
dan/atau pimpina.1 DPRD;

(5) Dalam hal saiah seorang pimpinan DFRD erhalangan sementara lebih dari 30 (tiga
puluh} hari, partai politk asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara
mengusulkan kepada pimpinan DPRD salab seorang anggota DPRD yang berasal dari
partai politik tersebut untuk melaksandkan tugas pimginan DPRD yang berhalangan
sementara.

Pnsal 43

(1) Mesa janatan pimpinan DPRD ‘erhitung sejak tanggal pengucepan sumpah/janiji
pimpinan dan beraknir bersamaan dengan bheiakhirnya masa jabatan keanggotaan
DPRD.

(2) Pimginan DPRD berhenti dari jabatanny 3 sebelum berakhir masa jabatannya karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri sebagai pimpinar DPRD:

c. diberhentikan sebagar anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

d. diberheniikan sebagai pimpinan DPF D. v

(3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatznnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d apabila yang bersangkutan:

a. melanggar sumpatijanji jabatan da kode etik DPRD berdasar.can kKeputusan Badan
Kehormatan; atau

b. diusulkar o'eh partai politiknye sasiai dengan ketentuan perziuran perundang-
undangan.

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan barhenti dari jabatannya sehayaimana dimaksud
pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pinipinan
untuk melaksanakan tugas pimpinen yang berhenti sampai der:gan dite.apkannya
pimpinan pengganti yang defimitif

(5} Dalam hal ketua dan wakil xetua berhenti secara bersamaan, tugas nimpinan DPRD

dilaksanakan oleh pimpinan semertaia vang d.ben‘*uk sesuai ketentuan Pasal 39.

Pasal 44
(1) Usul pemberhentian pimpinan OJPRL sebagaimana cimaksud lalam Pasal 43
dilaporkan datam rapat pariourna DPRE oleh pimpinan DPR.D lainnya.
{2} Pembzarhentian pimpinan DPRD sebacaimena dimaksud pida ayat (1) ditetapkan

dalam rapat paripurna DPRD.
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(3) Pemberhentian pimginan DFRD sebagaimara dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan keputusan DPRD.

Pasal 44

(1} Keputusan DF'RD tentang pemberhentian pitncinan DPROD disamrpaikan oleh pimpinan
DPRD kepada gubernur matalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya.

(2) Keputusan DPRD sebaga mana dimalsud pada ayat {1) diserlal dengan berita acara
rapat paripuna DPRD sebagaimana din.aksud dalam Pasal 44.

zcal 46

(1) Pengganti pimpinan DPRD yang berh:nti sebagaimana diniaksud dalam Pasal 43
berasal dari partzi politik yang sama der jan pimpinan DPRD yang berhenti.

(2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) «ntuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD
dan ditetapkan dengan keputusan DPRI..

(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresriian pengangkatan calon pengganti pimpinan

DPRD kepada gubernur meialut bupati.

Bag.an Katiga
Badan liusyawarah
Pasal 47

(1) Badan Musyawarah merupakan aiat kelengkapan DPRD yang btersifat tetap dan
dibentuk olel. DPRD pada awal masa |a"2atan keianggotaan DPRD. .

(2) Jumiah anggota Badan Musyawarah szbanyax 22 (duapuluhdua) orang terdiri dari
unsu- pimpinan DPRD 4 {empat) orarg, Fraksi Partai Persatvan Pembangunan 4
(empat) orang, Fraks: Demokrat 2 (tija) orang, Fraks: Partai Demokrasi Indonesie
Perjuangan Nasdem 2 (tiga) orang, FFreksi Karya Sejahtera2 (Jua) orang,Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa 2 (dua) oreng, Fraksi Partai Gerakan ndonesia Raya 2 (dua)
orang dan Fraksi Harapan?2 (dua) orang

(3) Susunan keanggctaan Badan Musyaw=-rah ditetapkan dalam ranat paripurna setelah
terbentuknya pimpiran DPRD, Koinisi, Badan Anggaran dan Fraksi.

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena j:balannya adalah pimpinan Badan Musyawarah
merangkap anggota

5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalch sekretaris Badar Musyawarah dan bukan
sebagai anggota.

(6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah didasarkan atas usul fraksi
dan dapat dilakukan pergartian pada s<t'ap Awal Tahun Anggaran.

Pasal 48

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:

a. menetepkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang. ! {satu) mas i persidangan,
atau sebagian dar. suatu masa persidargan, perkiraan waktu penyelesaian suatu
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masalah, darn jangka waktu nenyeleocaian rancangan perzturan daerah, dengan tidak
mengurangi <ewenangan rapat par ¢ irna untuk mengubahnya;

b. membcrikan nendapat kepada pimrinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan
yang manyangkut pelaksanaan tuga:- dan v:ewenang DPROD;

¢. meminta dan/atau memberiken kesempatar kepada wlat kelengkapan DPRD yang
lain untuk memterikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-
masing:

d. menetapkan jadwal dan acara rapat DPRMOD;

e. memberi saran / pendapat untux menper.an:ar kegiatan;

t. merekomendasikan pembentLkan penitia khus 15’ dan

g. melaxsanakan tigas lain yarg diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan
Musyawaral.

(2) Setiap ar.ggota Badan Musyawarah wajb;

a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan
Musyawarah:da.
b. menyamgaikan pokok-pnkok hasil rasat Badan Musyawarah kepaca fraksi.
Bagian Keempat
Komisi
Pasal 49

(1) Foniisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifai tetap Jan dibentuk oleh DPRD
pada awa'! i 1sa jabatan keanggoctaar, DPRD .

(2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpi.an DPRD. wajib menjadi aaqgota salah satu
Komisi

(3) DPRD meinbentuk 4 (empat) komisi.

(4) Jumiah anjgota setiap komisi sebacaimana dimaksud cada ayat (3) diupayakan sama,
berkisar antara 10 (sepuluh) orar.g sampai dengan 11 (sebelas) orang.

(5) Penempatan anggota DPRD dalam <omisi dan perpindahaniya ke komisi lain,
didasarkan atas usul fraksi dan dapa: dilakukan setiap awal tahun anggeran.

(6) Agar penempatan anggota DPRD dalem <omisi-komisi sehagaimena dimaksud pada
ayat (5) memenuhi ketentuan sebagaitnara dirnaksud ayat (4), fraksi meratakan usul
penempatan anggotanya di setiap komisi

(7) Dalam hzl jumlah anggota komisi-komisi belum memenuhi ketantuan sebagzimana
gimaksud pada ayat (4), pemenuhannya diupayskan melalui musyawarah ketua-ketua
fraksi yang difasilitasi oleh pimpinan DP::D.

(8) Dalam hal upaya melalui musyawarah sebagaimana dimaxsud pada ayat (7) jumlah
anggota komisi-komisi belum memenaii Fetentuan sebayaimana dimaksud pada ayat
(4). maka ditampuh dengan upeya lan yang difacilitasi ¢leh riripinan CPRD.

(9) Ketua, wakil kewa, dan sekretaris komnisi dipilih dari dan sleh ancgota komisi dan

dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD
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(10) Keanggoiaan dalam komisi diputust.ar «alam rapat paripurna DPRD atas usui fraksi

pada awa: tahun anggaran.
(11) Masa jabatan ketua, wakil ketua can szkretaris komisi ditetapkan pal ng lama 2 %2 (cua

setengah) tahundan dapat dipihih kembali
(12) Anggota DPRD penggantt antarweaktu menduduki terwpat anggota komisi yang

digantikan.

Pasal 50

(1) Komisi DPRD Kabupaten Rembhang me.inuti

a.
b.
c.
d.

Komisi A : Bidang Hukum dan 2amerintahan

Komisi B . Bidang Ekonomi dan {euangan

Komisi C : Bidang Pembangunan

Komisi D : Bidang kemasyarakatan

(2) Komisi-komisi dalam melat sanakan tugas didasarkan atas <on petensinya.

(3} Pembidangan ko.misi meliputi

a. Komisi A, bidang Hukum can Pernerintahar meliputi:

1)
2)

Bupati dan Wakil Bupati,

Sekretariat DPRD:

Sekretariat Daerah;

Bagian Tala Pemerintahan Setda;

Bagian Hukum Setda:

Bagian Umum Setda;

Bagian Hubungan Masyaraka Setda;
Bagian Organisasi dan Kepeyawaian Setda;

Badan Kepegawaian Daerah;

10)Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika:

11)Inspekterat;
12) Satpol PP;

13)
14)
15)
16)

Kantor Kesatuan Bangsa, Foltik dan Perlindungan Masyarakat:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipii,
Kecamatan/ Kelurahan/ Desa 1an

Badan Lingkungan Hidup:

Komisi B, bidang Ekonomt dan Kcuangan meliputi:

—_

oW

)
2)
)
)

3)

Bagian Adninistrasi Perekoncmian Setda:

Bag'an Administrasi Keuangan Setda,

Din&ais Pendapatan, Pengelalaan Keuangan dan Aset Daeral:

Dinas Perindustrian, Perdaga 1gan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

Dinas Pertanian dan Kehutanan,
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6) Linas Kelautan dan Perikanan:

7} Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral:

8} badan KetahananPangan can Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan;

9) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;dan

10)BUMD

c. Komisi C, bidang Pembangunan meliputi:
1) Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
2) Dinas Pekerjaan Umum;
3) Badan Perencanaan Pembengunan Daerah:dar

4) 3adan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Komisi D, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
1) Eagian Kesejahteraan Rakyat Setda:
2) Dinas Pendidikan; '
3) BLUD RSUD dr. R. Sutrasno
4} Dinas IKesehatan,
) Badan Pemberdayaan Masyarakat. Perempuan dan Keluarga Berencana;
8) Dinas Sosial, Te1aga Kerja 4an Transmigrasi;
7) Dinas Kebudayaan, Pariwisat.., Pemuda can Clah Raga; dan

8) Kantor Perpustakaan dan Arsin. ¥

Pssal 51

Komisi memp nyai ‘ugas :

a.

mengupayakan terlaksananya kewaj yan daerah sesuai denyan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melakukan pembahasan terhadap -ancangan peraturan caerah dan ranzangan
keputusan DPRD:;

melakukan pengawasan ierhadap pes aksanaan peraturan daerah Jan APBD sesuai

dengan lingkup tugas komisi;

. membantu pimpinan DPRD untuk mergupavakan penyelesaian masalah yany

disampaikan oieh kepala daerah dansatau mesyarékat kepaca DPRD;

menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
memperhatikan upaya peningkatan kescjaherain rakyat di daerah:

melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan
DPRD;

mengadakan rapa! kerja dan cengar pendapat;

mengajukan usul kepada pimpinar DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup
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bidang ‘ugas maswing-masing komisi: dan
. membaerikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tertang hasil pelaksataan
tugas “omisi.
Bagiin Kelima

Badan L egisiasi Daerah

Pasal 52

Badan Leqislasi Dacrah merupakan alat kelengkapan DPRD yang tesifut tetap, dibentuk

dalarx rapat pa-ipurna DPRD.

Pasal 53

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Legslasi Daerah dibenluk paaa permulzan masa
keanggolaan DPRD dan permulaan tat.un sidang.

(2} Jumlah arygota Badan Legislasi Daerah sebunyak 11 (sebelas) orang tardiri dari Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan 2 (cua} orang, Fiakst Demokrat 2 (dua) orang, Fraksi
Partai Kebargkitan Bangsa 2 (du2) orang, Fraksi Farai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Nasdem 2 (dua) orang,Fraks i Partai Gerakan Ir jonesia Rava 1{satu) orang,
Fraksi Karya Sejahtera1 (satu) orang dar F -aksi Harapan1 .watu) orany.

(3) Jumlah anggota Badan Legislas: Daz:ran ditetapkan da'am -apat paripurna menurut
perimbangan -Jan pemerataan jumlat ar.ggota kemisi.

(4) Jumlah anggota Badan Legislasi Daeral setura dengan jun:lah anggot:: komisi di DPRD
yang bersangkutan. s

(5) Anggota Baden Legislasi Daerah diusulkan ¢leh masing-measing fraksi.

Pasal 54

(1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdir; atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang
wakil ketua yang dipilih dari car, oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat

(2) Sekretaris DPRL karena jabatannya ac ilah sekretaris Badan Leg.slasi Daerah bukan
anggota.

(3) Masa jabatan pirapinan Badan Legisl si- Daerah paling aria 2 % (dua setengah)
tahundan dapat dipilih kembali.

(4) Masa keanggotaan Badan Legislasi Dae ah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Pz sal §5

Badan Legislasi Daerah mempunyai tugzas:

a. menyusun rancangan program legislasi --aerah yang memuat daftar urutan dan p-ioritas
rancangan peraturan daerah beserta ilasannya untuk setiap tahun anggaran di
lingkungan DPRD,

b. koordinasi untuk penyusunan proyram 2gis'asi daerah antara OPRD dan pem:2rintah

daerah:
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¢. menyiapkan ranzangan peraturan dezrah usui DPRD berdasarkan program prioritas
yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pemoulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan daerab yang digjukan angucta, komis: dan/atau gabungan komisi sebelum
rancangan perawran daerah tersebut cisampaikan kepada pimpinan CPRD;

e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan dasrah yang diajukan oleh
anggota, komisi dan/atau gabungan kciisi, di lvar grioritas rancangan peraturan daerah
tahun berjulan atau di luar rancangan 1 eraturan daerah yang terdaftar dalam program
legislasi daerah:

f. mengikutlt perkembangan den mela<ikan evaluast terhadap pemibahasan materi
muatan rancangan peraturan dazrah melalu! koordinasi dengan konus' dan/atau panitia
Khusus:

g. membernkan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang
ditugaskan oleh bLacan Musyawareh; dan

h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanygotaan DPFD baik yang sudah
maupun yang belum terselesatkan untul. dapat digunakan sebagai behan oleh komisi

pada masa keanggctaan berikutnya

Bagian Feenum

Badan Anggaran

Pasal 56

(1) Bacar: Anggaran merupakan aiat kelenykapan DPRD yang bersifat t2.ap dan dibentuk
oleh DFRO pada awal .nasa jabatan keanggotaan DPRD

(2) Jumleh anggota Badan Anggaran sebanya' 22 (dua puluh dua) oranq terdiri dari unsur
pimpinar DFRD 4 (empat) orang, FFraksi Partai Persatu=r Pembangunan 4 (empat)
orang, Fra<si Demokrat 3 (tiga) orany,Fraksi Partai Demokrasi Indor esia Perjuangar
Nasdem O \tiga) orang. Fraksi Partai i<ebangkiian Bangsa 2 (dua) oreng, Fraksi Partai
Gerakan Indonesia Raya 2 (dua) oranv;, Fraksi Karya Sejahtera2 (dua) orang dan Fraksi
Harapan2 (dua) orang.

(3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan vrakil ketua Badan
Anggaran merar gkap angg ota.

(4) Susunan keanggotaan, kelua, dan waki ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat
paripurna.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya auc lah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggcta.

(6) Penempatan anjgota DPRO dalam £ adan Anggaran dan perpindahannya ke alat
kelengkapan lainnya didasarkan atas u:ul fraksi dan dapat dilakukan setian awal tahun

anggaran.
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P isai 57

Badan Anggeran mempunyai tugas:

a.

memberikan saran dan pendapat be upa pukok-pokok pikiran OPRD kepada kepala
daerah dalam mempersiapkan ranc~ngar. anggaran nendapatan dan belanja daerah
paling lambat 5 ( lima ) bulan sebeiu:1 ditetapkannya APBD:
melakukan konsultesi yang 3Japat «iwakili nleh anggotanya kepada komisi terkait
untuk memperoieh masukar dalam 1angka peribahasan rar.cangan kebijakan umum
APBD serta prioritas dan platon angcaran seirentara,
memberikan saran dan pendapat repada kepala daerah dalam mempersiapkan
rencangan peraturan caerah tentary nerubahan APBD dan rancangan peraturan
daerah tertang pertanggungjawabar pelaksanaan APBD:
melakukan penyempurnaan rancajgan peraturan daerch tentang APBD dan
rancangan peraturan daerah ient.:ng pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
berdasarkan hesil evaluasi gubernur cersama tim anggaran pemerintah daerah;
melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap
rancangan kehijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang disampaikan nleh k-_pala daerah; dan
memberikan saren kepada pimpinan DPRD dalam penyusur an anggaran belanja
DPRD.

Bagia.:» Ketujuh

Badan V.ehormatan

Pecsal 58

(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelenghapan yang bersifat

tetap.

(2) Pembentukan Badan Kehormatan sebayaimana dimaksud pada #yat (1) ditetapkan

dengan keputusan DPRD.

(3) Anggota Badan Kehcrmatan sebagzimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima)

orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota OPRD.

(4)5 (lima) o~ang Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat ‘3)

acalah calon anggotu yang mendapatkan perolehan suara dari hasil pemilihan anggota

DPRD tertanyak 1 sampai dengan 5.

(5) Jika dalam pemiiihar sebagaimanea dimaksud ayat (4) te .apat perolehan stara yang

sama pada urutan ke lima, maka dilakkan pemilihan ulang oleh ang jota DPRD pady

calon yang mempzaroleh suara sama sarmpai didapatkan calon yang memperoleh suara

paling banya'.

.6) Pimpinan Badnn Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1{satu)

orang ketua dan 1 (satu) orang wakil <e:ua yang dipilih dari dan ofen anggota Badan

Kehormatan
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(7) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipiih dan
ditet.ipka aalam rapat paripurne DPRD berdasarkan usul deri masing-masing fraksi.
(8) Untu'« merilih anggota Badan Kehormetan, masing-masing fraksi barhak mengusulkarn
1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
(9) Masa tugas znggota Badan Kehormatan palirg lama 2 . (dua setengah) tahundar
dapat dipilif. kembali
(10) Anggota DPRD pengganti antarwaktu 'nenduduki temp3t angaota Badan Kehormatan
yang digant.xan.
(11) Badan Kenormatan sebagaimana dima (cud pada ayat (1) dibantu o'eh sekretariat yang

secara turgsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pa-al 58
(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :

a. memantau dan mengevaluas! disioiin dan/atau kepawwhan ‘erhadap moral, kode
etik, dan/atau peraturan tate tertib DPRD dalam rangk: menjaga martahet,
kehormatan, citra, kredibilitas DPF.D;

b. mencliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oien anggota DPRD terhadap
peratluran tata tertib dan/atau kode etik OPRD;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan
DPRD, anygota DPRD dan/atau masyarakat, dan

d. melaporkan keputusan Badzn Kehormatan atas hasil penyelidikan, veriﬁkqsi,
dan kuarifikasi sebagaimena dimaksud pada huru’ ¢ kepade rapat paripurna
DPRD.

(2) Dalam melaksanakan penyelicikan, verfikasi, dan klarifiliasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat merainta bantuan vari ahli independer.

Pasal 30
Unt.k melaksanakan tugasnya sebagainana dimaksud dalam Pasal 59, Badan
Kehormatan berwenang:

a. memanggil pimpnan dén/atau anggora DPRD yang diduga melakukan nelanggaran
kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau
pembelaan atas pengaduan cugaan “-elanggaran yang dilakukar

b. meminta keterangan perigadu, saxsi, dan/atau pihak-pthak lain yang terkait,
termasuk untuk meminta do<umen atau bukti lain; dan

C. menjatuhkan sanksi kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD yang terbukti

melanggar kode etik danfatau 2eratu z2n tala tertib DPRD.
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Pasal 61

(1) Badan Kehormatan menjatuhken sanks. kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD yang
terbukti melanggar kode etik da./atau peraturan tata tertib DPRD herdesar<en hasil
penyelidikan, verifikasi dan klarifikaui ol=h Badan Kehormatan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayAat (1) dapet berupa:

a. teguran lisan

b. tegu-an tertulis,

c. peraberhentian sebagai pimpinen aiat ke lenakapan DPRD, atau

d. per~berhentian sebagai anggotan UPRD sesuar dengan ketentuan peraturan
perundang-undzngan.

(3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanks’ beiuoa teguran lisan,
teguran tertuiis, atzu pemberhentian sebagai pimpinan alat keiengkapan DPRD
disampaikan oleh pimpinan DPRD keparda anggota DPRD yang bersangkutan, gimpinan
fraksi, dan nimpir.an partai pelitik yang tarsangkutan.

(4) K2putusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian
sebaga: angreta DPRD diproses sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 62

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dJalam Pasal 59 ayat (1) huruf ¢ disampaikan
secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan
tembusan kepada Badan Kehormatan !

(2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Badan <ehormatan pafing lara 7 (tujuth) hari kerja terh'tung sejak tanggal
pengaduan dnerima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {Z) pimpinan DPRD
tidak menyampaikan pengaduan kzpada Eadan Kehormatan, Padan Kehormatan
menindaklanjuti pengaduan tersebut.

(4) Dalam ha« pengadi:an tidak disertai de:ngan identitas pengadu yang jelas, pinipinan
DPRD tidax meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Badan Kehcrmatan

rasal 63

(1) Seteiah menenma pengaduan sedagamana dimaksud daiam Pasal 62, Badan
Kehormatan mefakukan penyelidikani, verinkasi, dan klarifikasi.

(2) Penyelidikan, venfikasi dan klar fikasi scbacaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
cengan cara meminta keterangan aqar. penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu,
dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, van/atau memverifikasi dokumen atau alat bukti

latn yang terkait.
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(3) Hasil penyelidikan, verifikast, dan klarifi asi Badan Feho.matan sebagaimana dimaksud
pada ayat '2) dituangkan dalam berita acara penyalid.kan, verifikasi dan klarifikasi.

(4) Pimpinan DFRD dan/atau Badan Kehoiiatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan,
verifikasi dan klarifikasisebaéai{nana diraksud ayat (3).

(5) Pimpinan DFREC dan/atau Badan Kehoiiatan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pusal o4

(1) Dalam hat penyelidikan, verifikasi, dan klaritikasi sebagaimana dimaksua dalam Pasal
63 ayat '3) menyatakan bahwa teradu teroukti bersalah. Badan Kehcrmatan
menjatuhkan sankst sesuai denigan ting «at kesalahannya

{2) Sanksi sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan
Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

(3) Dalam hal keputusar Badan Kehori atan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjatuhkan sanksi berupa pemterhentian sehagai anggota DPRD, pimpinan DPRD
menyampaikan keputusan tersebut kepr da parial politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik sebagaimana d:maksud pada ayat (3), dalary jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak keputusan 3adan Kehormatan diterima, menyampaikan
keputusan dan usul pemberhentian ang jotanya kepada pimpinen DFRD.

(5) Datam hal pimpinan partai poiitik tidak menyampaikan keputusan dan usul
pemberhentian sebagaimana dimaksuc pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan
usui  pemberhentian anggota DPR.) tersebut berdasarkan keputusan Badan
Kehormatan sebagaimana dimaksugd pe 1a ayat (3) kepada gubernur melalu bupati. '

(6) Gubernur meresmikan pemberhentiar  anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan
DPRD sebejaimana dimaksud pada ay it (5).

Bagian Kedelapan

Alat Kelengkapan Lain

Pasal 65

(1) Dalam hal diperlukan, DPRC dapa* membentuk alat kelengkapar lain yang diperlukan
berupa Panitia Khusus.

(2) Panitia khusus sebagaimana dimaiksud pada ayat (1) merupakan alat <elengkapan
DPRD yang bercifat tidak tetap.

(3) Panitia krusus scbagaimana dimaksud 1.ada ayat (1) dibentuk dalan rapat paripurna
DFRD atas usul anggota setelah mendergar pertinbangan Badar Musyawarah.

(¢) Pembentukan panitiz khusus sebagaimzna dimaksud pada ayat 13) ditetapkan cdengan
keputusar OFRD.

(5) Jumlah anggsta panitia khusus szbagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan nempernimbangkan jumlah anggota setiap komis' yarg terkat dan disesuaikan

dengan program/kegiatan serta kemampuan angjaran DPED.
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(6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdir atas anggota
komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
(7) Ketua, wakil ketua, panitia khusus dipi'ih dari dan oleh anggota panit'a <husus.

(8, Fanitia khusus dala~ melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

BAB V
PERSIDANGAM, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagi:-n Kesatu

Persidangan

Pesa!l 66

(1} Pada awe ma«a jaktatan keanggotan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat
pengucapan sumpah/janji anggota DPR:.

(2) Tahun sicdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas 3 (tiga) masa
persidangen.

(3) Masa persdangan sebagaimana dimzhsud pada ayat (2) melputi rnasa sidang dan
masa reses, kecuali pada persicangan terakhir dari satu periode keangotaan DPRD
dilakukan tanpa masa reses.

(4) Masa rerces sebagaimana dimaksud pada ayau (3) paling lama 6 (enam) hari kerje
dalam 1 (satu} kal reses.

(5) Masa resas dipergunakan oleh anggota DPR[) secara perseorangan atau ke!omgok
untuk mengurjung: daerah pemilihanny: guna menyerap aspirasi masyarakat.

(6) Anggota DPF.D secara perseorangan .atau kelompok wajib membu at laporan tertulis
atas hasil pelaksanaan {ugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada avat
(5) yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat parinurna.

(7) Jadwal dan hegiatan acara selama ma: a reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mende.agar perttmbangar Badan Musyawarah.

Ba¢jian Kedua
Fapat
P sal 67
(1) Jenis rapat DPRO terdiri atas:
a. rapat paripurna;

rapat paripurna istimewa;

rapat pimpinan DPRD;

rapat fraksi;

rapat konsuitast;

-~ ®o a 0 o

rapat Badan Musyawarah;

rapat komisi,

@
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h. rapat gabungan komisi,
I rapat Badan Anggaran;
J. rapat Badar Legisiasi Daerat
k. rapat Badan Kehorrnatar.
| rapat panitia khusus:
m. rapat kerja;
r. rapat dengar pendapat; dan
0. rapat dengar pendapat umum.
(2) Rapat paripirna merupakan forum rap:t tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan
keputusan yang dipimpin oleh ketua atau waki ketua DPRE:.
(&) Rapat paripurna istimewa merupakan apat anqgota DPRD yang dipimpia oleh ketua
atau wakil ketLa untuk melaksanaxan acara tertentu dan tidak rienganibil keputusan.
(4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapai para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin
oleh ketua atau wakil <etuz DPRD.
(5) Rapat fraksi adalah rapat anggote fraksi yang digimpin oleh pimpinan fraksi.
(6) Rapat konsultasi adezlah rapat antara nimpinan DFRD dengan pimpinan fraksi gan
pimptaan alat kelangk apan DPRD yang uipirpin oeh pimpinen DI’RD.
(7) Rapat Badan Mus yawerah merupakan r.-pat anggota Badan M'isyawarah yang dipimpir.
oleh ketua a:au v-aki' <etua Badan Musy wwarah.
(8) Rapat komisi merupskan rapat anggota kom'si yang dipimpin oleh ketua atau wakii
ketua komis.. .
(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapet ang gota antar komisi yang dipimpin oleh ketua
atau wakii ketua DPRD.

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimgin oleh
ketua atau wakil ketue Badan Anggaran.

(11) Rapa. Badun lLegis!asi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legisiasi Daerah yang
dipimpin ole ketua atau wakil ketua Baaer Legisiasi Daerah.

(12) Rapat Badan Kehormatan raerupakan rapat anggota Badan Kehcrinatan yang dipimpin
oleh ketua a-au wakil ketua Badan Kehe matan.

(13) Rapat paritiz khusus merupakan rapat ¢ nggota panitia khusus yang ¢ ipimpin oleh ketua
atau wakil ketua panitia khusus.

(14) Rapat kera merupakan rapat antara 2°RD dan kepala dacrah a‘au pejabat yang
ditunjuk atau antara Badan Anggaran, kcinisi, gabungan komisi atau panitia khusus dan
kepala daerah atzu pejabat yang ditunjul:

(15) Rapat denga: pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemernintah daerah.

(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPR 2 dan masyarakat baik
lerbaga/organisasi kemasyarakatan rmal pun perorangan atau antara komisi, gabungan
komisi, atau panitia khusus dan masya. ekat baik lembaga/ organisasi kemasyarakatan

maupun perorangan



P: sal 68
(1) Rapat paripurna DPRC diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1
{satu) tahun masa sidang. :
(2) Rapat paripurna selain sebagaimana di naksud apada aya! /1) dapat c'ilaksanakan atas
usul:
a. kepaila daerah;
b. pimpnan alat kelengkapan; atau
C. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/ {satu perlima)dari jumlah anggota
DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (3atu) fraksi.
(3} Rapat paripurna DPRD dis{erenggarake-w atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD
berdasarkar. jadwal rapat yang tzlzh ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
(4; Undangan rapat-rapat DPRD diterbitkan oleh pimginan DPRD dalam bentuk tertuiis.
(5} Penyampaian undangan sebagaiman:z dimaksud ayat (4) kepada calon peserta ranat
dapat :
a. secara langsunrg per kurir;
b. melalui email atau elektron k lainr ya:

c. melalui pesan singkat resmi.

P:sal €9
(1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam ban‘uk peraturan atau keputusan DPRD.
(2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetankan calam keputusan pimpinan DPRD. !
(3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dima<sui pada ayat (1) dan keputusan
pimpinan DPRD sebagaimana dimaksuc pada avat (2) tidak boleh bertentangan der.pan
peraturan perundang-undangan.
(4) Pera'uran atau keputusan DPRD dilapsrkan kepada gubernur pafing lambat 30 (tiga

puluh) hari ceteiah ditetapkan.

Pesa, 70
Semua rapat di DPRM™ pada dasarmya bersifat ierbuka, kecuali rapat tertentu yang
dinyatakan tertutup.
Pesal 71
(1) Rapat yang bersifat terbuka meliputi rasat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa,
dan rapat dengar pendapat umum.
(2) Rapat yarg tersifat tertutup melipLti rapat pimpinan DPRD, rapeat konsultasi, rapat
Badan Musyawarah, rapat Badan Anggrar., dan rapat Badan Kehormatan.
(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka capat dinyatakan tertutup raeliputi rapat komisi,
rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja,

dan rapat dengar pendapat.
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Fasal 72

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud duaam Pasal 71 ayat {3) dinvatakan tertutup oleh

pimpinan rapa‘ berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substanst yang

akan dinahas.
Pasal 73

(1) Pembicaraan daiam rapat tertutup tidak boleh dumumkan.

(2 Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk drahasiakan, dilarang
diumumkan oieh peserta rapat.

(3) Setiap orang yang meuhat, mendengar, atau mengetah pembicsraan atau materi
rapat terti:tup dirahasizkan sebsaainana dimaksud pada ayat (Z), wajib
merahasiakan wa

(4) Pelenggaran terhadap ketentuan sebagamane dimaksuc pada ayat (2) dan ayat (3)

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuzn peraturan perundang-unda.gan

Pasal 74

(1) Pimpinan rapat satelah membuka rapar memberitahukan surat masuk dan surat keluar
untuk diberitahukan kepado peserta etac untuk dibahas daiam rapat, kecuali surat yang
berkaitan dengan urusan karumahtangges an ['PRD.

(2) Pada setiep rapat DPRD dibuat nise'ah rapat yeng memuat oroses dan maleri
pembicaraan rapat.

(3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan f:rtutup. nsalah rapat wajib disampaiken gjeh
pimpinan rapat <epada pimginan DPED, kecual rapat te.tutup yang dipimpin oleh
pimpinan DPRD.

Pi-sal 75

(1) Waktu dan hari kerja DFRD ditetaptan:

a. Harn Senin — Kamis - pukui 09 00 — 14.00 WIB
b. Hari Jumat - pukul 0S 00 - 11.00 WIB

(2) Kegiatan yanq dilaksanakan di luar <etentvan ayat (1) dipu‘uskan dalam Rapat
Konsultasi.

Pisal 76

(1) Rapat DPRD dilaksanakan dit geduig Di RD.

(2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksane ian di yedung DPRD karena kebutuhan atau
alasan tertentu. rapet DPRD dapat dil- <sanat.on di teinpat lain yang ditentukan cleh
pimpinan BPRD.

Pesal 77

(1) Setiap anggota DPROC wajib menghadir repat OPRD, vaik rapat pannurna maupun rapat
alat kelengkapan sesuai dengan tugas can kewajibannya.

(2) Anggota DPRO yang menghadri qapat D?RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
v/ajlb menandatangan daftar nadir rapa..
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(3, Para ungangan yang menghaiiri rapat 1PRD, disediakan daftar hadir tersendiri.

(4) Anggota D7RD yang hadr apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib

memberitahukan kepada pimpinan rapz.

Bag.an Ketiga
Pengambiian Keputusan
P~sal 78

(1) Pengambilan keputusan datam rapat JPRD pada dasarnya duak'ikan dengan cara

musyawarah untLk mufakat.

(2) Apabila cara cengambilan keputusan sebagaimana dimaxsud puda ayat (1) tidak

tercapai, keputusan Jiambil berdasarkar suara te:banyak

Pasal 79

Setiap rapat DFRD dapat mengambil keputusan apabila memenahi kucrum,

Pasal 80

(1) Rapat paripurna memr enuhi kucrum apabila:

a.

repat dihadin oleh paling seikit3/4 (iga perempat)dari jumiah anc gota DPRD untuk
mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak anghet dan hak menyatakan pendapat
serta untuk mengambil keputusar meagenai usul pe nberhientian bupati danfatau
wakil bupati;

rapat dinadin oler paling sedikit2/5 (Cua pertiga) dari 'umiah angiota DPRD untuk
memberientiban dimpinan DPRD serta unt.k menetapkan peraturan daerah gan
APBD:

rapat d hadin ole. lebih dari 1/2 (satJ perduaidari jumlah anggota DPRD untuk rapat

paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a Jan huruf b,

(2) Keputusan rapat paripurr.a sebagaimana dimaksud paca ayat 1) dinyatakan sah

apabila:

a.

disetujui oleh paiing sedikit2/3 (dua sertiga) dar: jumiah anggota DPRD yang he.dir,
Lntuk rapat sebagaimana dimaksuo (ada ayat (1) huruf a

disetujui oleh lebih dari ¥z ( setengah ) jumlah enggota DPRD Jang hadir, untuk rapat
sebagaimaa dimaksud rada ayat (1 huruf b:

disetujui dengan suara terbanyak. ur tuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tdak ternenuhi, rapat ditunda

paling banyak 2 {(dua) kali dengan terigjany waktu masing-masing tidak lebih dari 1

(satu) jam.

(4) Apabila pada wakiu akhir penundaar, -apat sebagaimana dimaksid pada ayat (3)

kuorum befum juga terpenuhi, pimpinan cagat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari

atau sampai waktus yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

(5) Apabita  setalah  penundaan sebaga.nana dimaksud pala ayal (4), kuorum
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sevagaimana dirmaksud pada ayat (1) beium juga terpenuhi, terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) twruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan hak
angket. hak menyatakan pendapat dan  memberhentikan pimpinan DPRD serta
menetapkan peraturan daerah. rapat tiiak dapat mengambil keputusan dan rapat
paripurna tidak dapat diu'ang lag

(©) Apabila  selelah penundaan  sebagamana  dimaksud pada ayat (4), kuorum
febagaimana dimaksud pada ayat (1) belum Juga terpenuhi, terhadap ketentuan
sebagaimana dinaksud pada ayat (1) rurdf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak
capat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kenada gubernur.

(7) Yang dimaksuc dengan "penyelesaianny. diserahkan kepada gubernur’ sebagaimana
cimaksud pada ayat (6) adalah penctapan peraturan gubernur sebagai payung hukum
bagi pemberlakian APBD yang sama dergan tahun sebelumnya. _

(8) £pabila selelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
szbagarmang d‘imaksud pada ayat (1) belum juga terpenut. tert.adap ketentuan
sebagaimana dima':sud pada ayat (1) hur if ¢. cara penyelesaiannya diserahkan kepada
pimpman DPRD dan simpinan fraksi,

(9) Setiap penundaan 1apat, dibuat berita acara penurdaan rapat yang ditandatangani oleh

pimpinan rapat.

Paseal 81
(1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, huruf
g, hurdf hoharaf 1) haraf ) huref K dar, huraf | memenuhi kuorum apabtla dihadiri szcara
fisik oleh paling sedikit  50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat
kelengkapan yang bersangkutan dan tebin dari 1 (satu) fraksi.
{2) Dalain hal 1apat alat kelengkapan DPRD mengamb!! keputusan, keputusan dinvatakan

sah apabila disetujui oleh suara terbaryak dari anggota alat keiengkapan yang hadir.

Pasal 32
Setiap keputusan rapat CPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun
berdasarkan suara terbaryak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua

pihak yang terkait dalam pemgambiian keputisan.

BB VI
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Fasal 83
(1Y Rancar gan peraturan dae-ah dapat berasal dan DPRD atau kepala daerah
(2) Rancangan pzrituran daerah yang berasal dan DPRD atau kepala daerah disertai
penjelasan atau <eterangan dan/atau naskah akacemik.

(3) Rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah yang hanya
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terbalas mengubah oeberapa maten yang sudah memiliki naskah akademik
sebelumnya, Japat disertai atau tidak disertai naskah akademik.

(4) Rancangan peraturan daéfah sebsgaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
berdasarkzn program legislasi daerah.

(5) Dalam xecdaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan

peraturen daerah di luar program legislasi daerah.

Pasal 84

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota
DPRD, komis.. gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.

(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oieh anggota DPRD, komisi, gabungan
komisi. atau Badan Legislasi Daerah seagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara terlulis kepada pimpinan DPRI) disertai dengan penjelasan atau keterangan
dan/atau naskah zkademik. daftar naina dan tanda tangan pengusul, dan diberikan

nomor pokck oleh sekretariat DPRD.

W

) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan
DPRD dicarn:paikan kepada Barian Legslas: Daerah untuk dilakukan pengkaj.an.

(4; Pimpinan DPRL menyampaikan hasi' kajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana
dimaksuc pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.

| Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislast Daerah

I3

sebagain.ana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua
anggota DPRD selambat-lamtatnya 7 (tujuh) hart sebelum rapat paripurna DPRD.
(61 Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
a. pengusul memberikan penjelasan;
b fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangen;dan
¢. pengusul memberikan jawat an atas pandangan fraksi dan anggota DPRD
lainnya
{7) Rapat paripurna DPRD memutuskan .sul rancangan peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) beruga:
a persetujuan,
b. persetujuzn dengan pengubahan;atau
¢. penolalkan.
(8) Dalam hal persetujuan dan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi,
Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan

peratura. uaerah tersebut.
(9) Rancancan peraturan daerah vang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan

sural pinpinan DPRO kepada kepaia daerah.

195



Pa:.al 85
(1) Rancangan peraturan daerah yang berzsal dari kepala daerah diajukan dengar surat
kepala daerah ke.pada pimpinan DPRD.
(2) Rancangan peraturan daerah yang beresal dari kepala daerah disiapkan dan digjukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rancangan peraturan daerah sebegaimana yang dimaksud pada ayat (2} harus disertai
naskah akademik, kecuall beberapa rancangan peraturan deerah seperti rancangan
peraturan daerah tentang APBD, rancszngan peraturan daerah yang hanya terbatas
mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, darat
disertai atau tidak diseﬁai naskah akademik

Pasal 86

Apabila calam satu masa sidang kepala caerah dan DPRD menycempaikan rancangan

peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan

peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan neraturan daerah
yang disampaikan oleh kepala daerah digunukan sebagai bahan untuk persandingan
Pasal 87

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh
DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan peraturan dazrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembiciraan tingkat | dan
pembicaraan tingkat Il

(3) Pembicaraan tingkat | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepal. daerah dilakukan
dengan kegiatan sebagai berikut:

a. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenar rancengan
peraturan daerah;

b. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan neraturan Jaerah.dan

C. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan
umum fraksi.

B. Dalam hal rancangan peraturar. daerah b2rasal cari DPRD ailakukan dengan
kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan
Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat
paripurna mengenai rancangan peraturan dazrah’

2. pendapat kepala daerah terhadap rancanga: peraturan daerah.can

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat k zpala daerah

C. Pembahasan dalam rapat kcmisi, gubungan komisi, atau panitiz khusus

yang dilakukan bersama dergan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
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untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat |l sebagaimana dirr aksud pada ayat (2) meliput:

A. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan’

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinar gabungan komisi/
pimpinan panitia khusus yang berist proses »embahasan, pendapat
fraksi dan hasil pembicaraar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
¢, dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara hsan oleh pimpinan rapat
paripurna.

B. pendapat akhir kepala daerah.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana diinaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak
dapat dicapai secara musyawarah untuk mufat at, keputusan diambhil berdasarkan suara
terbanyak.

(6) Dalam ha! rancangan peraturan daerah tidak mendapat persctujuan bersama antara
DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan
lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 88

(1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dioahas bersama oleh
DPRD dan kepala daerah.

(2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan
penarikan.

(3) Penarikan kembali fancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksiid pada ayat (1)
oleh kepala daerah,‘ disampaikan dengan su-at kepala deerah disertai alesan-alasan
penarikan.

(4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik %embaii
berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kerala daerah.

(5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimzna Jimaksud pada ayat (4),
hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.

(6} Rancangan peraturan daerih yang ditark kembali t.dak dapat diajikan kembali pada

masa sidang yang sama.

Pacal 89
(1) Rancangan peraturan daerah yang teler disstujui bersama oleh DPRD dan kepala
daerah disampaikan oleh pimpinan DFRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan
menjadi peraturan daerah.
(2) Penyampaian rancangan peraturan da-rah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

persetujuan bersama.
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Pasal 90

(1) Rancangan peraturan daerah sebagain.ana dimakud datam Rasal 89 ditetapkan oleh
kepala daerah déngan membubuhkan tinda tangan dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan caerah tersebut disetujui be-sama
DPRD dan kepela daerah.

(2) Dalam hal rancangan peraturan daeren sehagaimana dimaksud pada ayat (1 tdak
ditandatangani oleh kepala daerah da am waktu paling lambat 30 (tiga pululy) har:
sejak rancangan peraturan daerah terczbul disewjui bersama, rancangan peraturan
daerah tersebut sah menjadi peraturan {aerah dan wajib diundungkan dalam lembaran
daerah.

(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyata<an sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi .ebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah
peraturan daerah ke dalam lembaran deerah.

(5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah

(6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah. relribusi daerah dan
tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerch harus dievaluasi oleh
pemerintan dan/atau gubernur sesui dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

(75 Peraturan daerah setelah diindangkan dalam lembaran daerah barus disampaikan
kepadapemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan keatentuan pe:awran perundang-
undangan.

BAB Vil
KODE ETIK DPRD
Pasal 91
(1) DPRD menyusun kode etik yang berisi rorraa yang wajib cipatuhi o'eh setiap anggota
DPRD selama menjalankan tugasnya untuk merjaga martabat kehcrmatan, citra, dan
kredibilitas DPRD.
(2) Ketentuan mengenai kode etik sebajaimana dimaksud pada ayat (1) diawr dengan
peraturan DPRD tentang kode etik.
(3} Peratuian DPRD tentang kode etik sebayaimana dimaksud pada ayat (2) pzling sedikit
memuat ketentuan tentang:
a. pengertian kode etik;
b.  tujuan kode etik; dan
C. pengaturan mengenai
1. stkap dan perilaku anggo.a DPRD,
2. tata kerja anggota DPRD;

3. tatahubungan antar penyelenggara pemerintahan caerah:
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tata hubungan antar anggota DPRD;

tata hubungan antara anggola DPRD dan pihak lain;
penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggehan,
kewajiban anggota DPRD;

Iarangan‘bagi anggota DPRD;

© LN o A

hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan

11. rehabilitasi.

Pasal 92
Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagamana dirnaksud dalam
Pasal 81 ayat (3) huruf ¢ angka 1 memuat kelentuan mengenai ketentuan antara lain:
a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
memiliki integritas tinggi dan jujur;

menegakkan kebenaran dan keadiian;

-~ o oo o

memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama,
ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin,
g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewaijiban anggota DPRD daripada kegiatan
lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan _
h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD
sebagaimana diatur dalam peraturan gerundarng-undangan.
_ Fasal 93
Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
ayat (3) huruf ¢ angka 2 memuat ketentuan antara lain:
-a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
b. melaksanakan tugas dan kewajitan demi kepentingan dan kesejahieraan
masyarakat;
C. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRO kecualt berhalangan atas izin dari pimpinan
fraksi;
€. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
bersikap sopan dan santun serta serantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat
DPRD;
'g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai
dinyatakan terbuka untuk umum;
h. memperoleh izin tertutis dari pejaba! yang berwenang untuk perjalanan ke luar
negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
i. melaksanakan perjalanan dinas etas izin teriul's dan/atau nenugasan dari pimipinan
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DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesug <elentuan peraturan
perundang-undangan;

j. tidak menyampaikan hasil dari sua'u rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada
pihak lain; dan

k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan

tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 94
Pengaturan mengenai tata hubungar anter anggota DPRD sehagamana dimacsud dalam
Pasal 91 ayat (3) huruf ¢ angka 4, tata hubungan antar penyelengara penerintahan
daerah sebagaimana dimaksud pada aya! {3) huruf ¢ angka 3 iata hubuncan antara
anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana uimaksud dalara Pasal 91 ayat (3) huruf ¢
angka 5 memuat ketentuan antara lain anggotia DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif,
responsif, dan profesional dalam hubungan temitraan serta menghormati lembaga DPRD
dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Pasal 85
Pengaturan mengenal penyampaian pendapat, tanggapan. jawaban, can sanggahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf ¢ angka 6 memuat ketentuan antara
lain meripernatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, ¢ .n kepatutan sebajai wakil

rakyat

Fasal 96
Pengaturan mengenai kewaiban anggola DPRL sebagaimana aimaksud dali m Pasal Ul
ayat (3) huruf ¢ angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan peruncang-undangan.
Pasal 97
(1) Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (3) huruf ¢ angka 8 se.uai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Terkai. dengan ketentuan sebagaimana «imaksud pada ayat (1) dalam peraturan DPRD
tentang kode etik dapat memuat ketentus n seperti:

a. larargan menggunakan jabatar sebagai anggota DRPRD  untuk nencan
kemudahan dan keuntungan ribadi keluarga. atau kelompoknya yang
mempunyal usaha atau meiaku<an penanaman mcdal dalam suatu oidany
usaha;

b. larangan menggunakan jabatannya sebaga. anggota DPRD untik memper.garuhi
pengambilan keputusan pada 'embaga peradilan atau lembaga lain untuk
kepentingan pribadi atau kelon.po-«;

c. larangan menerima imbalan atau hadiah dar pihak lain yang terkait dengar: tugas

dan wewenang DPRD;



d. larangan menggunakan anggaran DPRD urtuk suatu kegiatan yang tidak
berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD; dan
e. larangan menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiater, yang dibiayas
pihak lain.
Pasal 98
Pengaturan mengenai hai-hal yang tidak patut dilakuhan oleh argota DPRD sebagaunana
dimaksud daiam Pasal 91 ayat {3) huruf ¢ angka 9 memuat xeientuan engenal sikap.
perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma egama, kesusilaan, kescpanan dan

adat budaya setempat.

Pasal 83
Pengaturan mengenai sanksi can mekanis.re penjatuhan san<si sebacaimana dimat.sud
dalam Pasal 91 ayat (3) huruf ¢ angke 10 serta rehabilitast arggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf ¢ ingka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAL VI
LARANGAN DAN SANKSI
Bagiar. Kesutu
Larangan
Pasai 103
(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai -
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; ataw
c. pegawar negeri sipil, anggota " NI/Polr, pegawal pada badan usaha mil'k
negara, badan usaha milik de=rah, atau badan lain yany anggarannya
bersumber dari APBN/APBD. -

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pexke jaan sebagai pejabatl struktural pada lembaga
pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan
pekerjuan lain yang ada hubungannya de ngan tugas dan wewenaag DPRD, serta hak
sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan kcrupsi, kolusi, dan nepotisme serta Jilarang
menerima gratifikasi..

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 101

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakar kewajiban sebagaimana dimaksud nada Pasal

32 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatar,.

(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 100 ayat (1) 'dan/atau ayat (2) dikenai san<si pemterhentian sebeagai
anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melangqgar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 100 ayat (3) berdasarkan putusan n»enrgadilan yang telah memnperoich

kekuatin hukum tetap dikenai sanksi pen berhentias sebagai anggota DPRD.

Pasal 10z
Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam F-asal 101 ayat (1) berupa:
a. teguran hsan;
b. teguran tertulis, dan/atau
¢. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
Pasal 103
Setiap orang, kelompok, atau organisasi capat mengajukan pengaduan kepada Badan
Kehormatan DPRD dalam hal memiliki buk!i yang cukup bohwa terdapat anggota DPRD
yang tidak melaksanakan salah satu kewajinan atau .ebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 dan/atau melanggar ketentuan tarangan sebagaimana dimcksud dalam Pasal 100

BAB IX
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU
DAN PEMBERHE!ITIAN SEMENTARA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 104
(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karer a:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwakt. sebagaimana dimaksud paca ayat (1) huruf ¢,
apabila:

a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalan jan tetap sebagai
anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun:

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD:

C. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang t:lax memperoleh
kekuatan hukum tetap karena inelakukan tindak ~.dana fengar ancaman
hukuman 5 {ima} tahun penjara ata. lebih:

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat ala: kelengkapan DPRD yang
menjadi tugas dan kewajibanrya sebanyak 8 (enam) kall berturut-turut \anpa
alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketertuan perat iran perundang-
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undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sevagai cilon anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangar. mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota OPRD sebagaimana dialur
dalam peraturan perundang-undangan:;

h. diberhentikan sebagai anggota pi:rtai politik sesuai dungan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

I. menjadi anggota partai politik lain.

(3) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai poltiknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf h dan yang bersangkutan mengajukar keberatan melatui
pengadilan, pemberhentian anggota partai politik yarg bersangkulan sah setelah
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2! juga berlaku bagi
anggota DPRD yang berkedudukan sebugai pimpinan DPRO dan/atau pimpinan alat
kelengkapan DPRD.

Pasal 105

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaiinana cimaksud dalem Pazai 104 ayat (1) huruf
a dan b serta pada ayat (2) huruf ¢, haruf e, huruf h dan huruf i diusuikan oleh pimpinan
partai politik kepada pimpinan DPRD oengar terbusan kepada Jubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud
rada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD
kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. |

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian senagaimana dimaksud
pada ayat (2), bupati menyampaikan usul tersebut kepada g..bernur.

(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan Lsul sebanaimana dimaksud
pada ayat (3) pimpinan DPRD langsung menyampaikan .sul pembechentian anggota
DPRD kepada gubernur.

(5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lema 14 (e mpat telas) hari
gejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPREC sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).

(6) Peresmian pemberhentian anggota DFRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
berlaku sejak ditetapkan kecuali peresmian pemberhentian  anggota DPRD
sebagaimana dimaksud daliam Pasal 104 ayat (2) huruf ¢ berlaku sejik tanggal putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan partai
politik kabupaten sesuai dengan rekome dasi/ keputusan dewwan pimpinan pusat partai

politik yang bersangkutan.



Pasal 106

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf
a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, d.'akukun sctelah adanya hasil penyelidikan dan
verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan
dari pimpinan DPP.D, masyarakat dan/ats 1 pemitih.

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilapor<an oleh badan kehormatan kepada rapat
paripurna. _

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah
dilaporkan dalam rapat paripurna sebegaimana dimaksud pada ayet (2}, pirrpinan
DPRD menyampaikan keputusan badar kehormatan DPRD epada pimpinan partai
politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politk vyang bersanjkutan menyampaikan keputusan tentarg
pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) han
sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dari pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud puda ayat (3) tidek
memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pinpinan
NPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimanz dimuksud pada
ayat (2) kepada gubernur melalui bupat: paling lama 7 (tujuh) han setelan berakhirnya
batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggata DPRD dari
pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentiar..

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhen‘ian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), bupati menyamp aikan keputusan tersebut kenada gubernur.

(7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling
lama 14 {empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau

keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggolanya dail bupati.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwakti

Pasal 107
(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat
(1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dalam daftar peringkat perolehzn suara dari partai politk yang sama pada
daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh- suara terbanyak nrutan berikutnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meringgal dunia, rnengundurkan diri. atau tidak
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lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digantikan.oleh calon anggola DPRD yang memperoleh suara terbanyak
urutan berikutnya dari partai politik yang «.ama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sis:: jabatan anggota

DPRD yang digantikannya.

Pasali 108

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu
dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara
partai politik yang bersangkutan yang tele h dilegalisir oleh KPU, i epada KPU Kabupaten
Rembang dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bers.angkutan.

(2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu  berdasarkan  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinar, DPRD paling lambat 5 (lima)
hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti an.arwaktu dari KPU
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pmpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi
kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan r ama anggota DPRD
yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwektu kepada gubernur melaiul
bupati.

(4) Dalam hai KPU tidak menyampaikan nama calon pencganti antarwaktu dan/atau
menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang tidak sesuai de.gan ketentuan
dalem Pasal 106 ayat (1) atau ayat {2) sesuai ayat (3), pimpinan DPRD berdasar hasil
konfirmasi pada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon
pengganti antarwaktu dari partai politk yang bersangkutar. sesuai dengan keate.tuan
dalam Pasal 106 ayat (1) atau ayat (2, kepada gubernur melz.ui bupat-

(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak men 3rima nama anggotz DPRD yang diberhentikan
dan nama calon pengganti antarwaktu sebagairana dimzksud paca ayat (3) kupati
mengusufkan  penggantian  antarwaktu  kepada gubasrur  untuk  diresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya.

(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usu'an penggantian antarwakiu dari
bupati sebagaimana dimaksud pada ayar (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan
fengangkatan anggota DPRD.

(7) Dalam hal bupati tidak mengusulkar penggantian antarwaktu kepada gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu

anggota DPRD berdasarkan pemberitahu \n dari pimpinan DPRD.

Pasal 109
(1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD .dak cilaksanakan apabiia sisa masa jabatan

anggota DPRD yang digantikan kurang d« ri 6 {enam) bulan
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(2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam wastu sisa

masa jabatan anggota DPRD kurang lari & (enam) bulan, pemberhentian anggota

DPRD tetap diproses, dengan tidak dilekukan penggantian.
(3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa

jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 110

(1) Calon anggota DPRD pengganti antanvaktu harus memenuh: pe.syaratan sebagal
berikut;

a.
b
C
d.
e. berpendidikan paling rendah fumat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah

warga negara Indonesia yang teiah berumur 21 {dua puluh satu) tahun atau {ebih;

. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

bertempat tinggal ¢i wilayah Negara Kesatuan Republik Indornesia;

cakap berbicara, membaca, dan manulis dalam bahasa Indonesi

Aliyah (MA), Sekolah Menengan Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan
(MAK]}, atau bentuk lain yang sederajat;

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undanc Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Froklamasi 17 Agustus 1945:

tidak pernah dijatuhi pidana peniara berdasarkan putiisan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melahukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

sehat jasmani dan roh'ani;

terdaftar sebagai penilih;

bersedia bekerja penuh waktu;

mengundurkan diri sebagai peyawai negert sipil. anggota Tentara Nasional
'ndonesia, anggota Kepolisian Ne¢ ara Republik indeonesia, pengurus pada badan
usaha milik negara dan/atau bacen usaha milik daerah serta badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuingan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

bersedia untuk tidak berpraktik :ebuaygai akuntan publik, advokat/ pengacara,
notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT)dan tidak melakukan pekcrjaan
penyedia barang dan jasa yarg herhubungan dengan keuangan regara sera
pekerjaan lain yang dapat menimbukan konflk kepentingan dengan ‘ugas,
wewenang, dan hak sebagai anggola DPRD sesua peraturan perundang-
undangan;

. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai peiabat negara lannya,

pengurus pada badan usaha milik negara. dan badan usaha ik dacrah, serta



n.
0.
P.

badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
menjadi anqgota partai politik peseita peniu,
dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaya pr.rwakilan; dan

dicalonkan hanya di 1 (satu) daeral) pemitiban.

(2) Kelengkapan administrasi bakal calen anggo.a DPRD pengganti antarvaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a.
b.

kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;

bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, se:tifikat, atau surat
keterangan lain yang dilegalisaci  oleh satuan pendidikan atau program
pendidikan menengah;

surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dai Kepolsian Republik
Indonesia setempat;

surat keterangan sehat jasmani dan rohanr

surat tanda bukti telah terdaftar set agar pemilih,

surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh  waklu  yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

surat pernyataan kesediaan unluk tidak berpraktik sebana akuntan publi,
advokal/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akia tanah (PPAT)dan tdak
melakukan pekerjaan penyedia berang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat merimbulkan konflik
kepentingan dengan tugas. wewenang, dan hak sebagai anggota DFRD yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

surat pengunduran diri yang tidek dapat ditarik kenball sepagai pegawal neger
sipil, anggota Tentara Nasional Indoresia, anggota Kepclisian Negara rRepublik
Indonesia, pengurus pada badan usaha m'lik negara dan/atau had'an usaha milik
daerahpengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara,

kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;

surat pernyataan tentang kesediannya hanya dicaloakan oleh 1 (satu) partai
politik 1 (satu) untuk 1 (satu) iembaga perwakilan yang ditania *tangani di atas
kertas bermaterai cukup; dan

surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1(satu) daerah

pemilihan yang ditandatangani ai atas kertas bermate-ai cukup.

(3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebageimana dimaksud pada aya. (2), bupati

dalam mengajukan wusulan penggantian antarwaktu arggota DPRD juga harus

Telampirkan:

a.

usul pemberhentian anggota DPRD ka.era alasan seoagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (1) ruruf a dan huruf b serta ayat .2) huruf e dan huruf t dari
pimpinan partai poliiik disertai dengan dokumen »2endukung sesuai dengan
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letentuan peraturan perundang-undangan dan kete~tuan anggaran dasa dan
anggaran rumah tahgga partai politik,

b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan setagaimana dalam Pasai
104 ayat (2) huruf ¢ dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan
pengadilan yang telah memperoieh kekuatan hukum t2tap;

c. usul pemberhentian anggota DPRD karen: alasan sebageimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan
putusan pengadilan yang telah mempeiocleh kekuatan hukum tetap dalam hal
anggota partai po‘litik yang bersargkutan mengajukan keberatan melalui
pengadilan; atau '

d. keputusan dan usul pemberhen.ian sebagai anggota DPFD karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 104 ayat (2) huruf ¢, huraf b, huruf d, huruff
dan huruf g dari pimpinan pertai politik berdasarkan keputusan Badan
Kehormatan DPRD setelah dilakuk:n penyelidikan dan verifikasi,

e. fotokopi daftar calon tetap anggoet.. DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir
KPU,dan

f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan
penggantian antarwaktu anggota CPRD yang dilegalisir cieh KPU.

(4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantan antarwaktu anggcta DPRD sebaga mana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ciakukan secara fungsional oleh unit kerja di

masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara
Pasal 111

(1) Anggota DPRD diberhenttkan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancem dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara p dana khusus.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimara dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
pimpinan DPRD kepada gubernur melalu: bupati,

(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota CPRD sebaga: terdakwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusull.an pembarhenvan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2, sekretaris DPRD dapat inelaporkar status
terdakwa anggota DPRD yang bersangk:itan kepada bupati.

(4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimara dimeksud pada ayat (3)
mengajukan usul pemberhentian sementara anggota OPRD yang bersangkutan kepada
gubernur.

(5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupat
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayet (4).

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mula
tanggal anggota DPRD yang bersangkuton ditstapkan sebagal terdakwa.

(7) Anggota DPRD yang diberhentikan scmentara tetap mendapatkan hak keuangan
berupa uang representasi, uang paket, tunjangan xeluarga, dan tunjangan beras serta
tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perurdang-
undangan. |

(8) Menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada zyat (1) dibuktiken dengan register

perkara di pengadilan negeri.

Pasal 112

(1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhen‘ikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemkterhentian sementara sebagai
anggota DPRD diikuti dengan pemberher tian sementara sebaga prmpinan OPRD

(2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikar sementara sebagaimaa dimaksuc pada ayat
(1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementa-a mengusulkan
kepada pimpinan DPRD salah seorang enggota DPRD yang berasal cari pariai tersebut
untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasa: 113

(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena mel: kukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Sukum tedap. anggota DPRD
yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beriaku mulai tanggal putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Dalem hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti bersalzh karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada Fasal 111 ayat (1) huruf a atau huruf b
berdasarkan putusan pengadilan yang te'ah memperoleh ke<uatan huk m tatap, naka
anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apatila masa jabatannya belum
berakhir.

BaB X
PENYIDIKAN
Pasal 114

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD
yang diduga melakukan tindak pidana harus meadapai persetuuan tertuls dan
gubernur.

(2) Dalam hal persetujuan tertul:s sebagaimzna dimaksud pada ayet (1) tidak diberikan >ieh
gubernur dalam waktu palir.g lambat 3G (tiga puluh) hari terhitung sejak ditermanya
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permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan .
sebagaimana dimaksud pada‘ ayat (1) dapat dilakukan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidal perlaku apab:la anggota DPRD:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yar¢ diancai~ dengan pidana
mati atau seumur hidup atau lindak pidana kejahatan kemanusiaan dan
keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAD Xl
PELAKSANAAN KOMSULTASI
Pasal 115

(1) Konsultasi antara DPRD cdengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk
pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bup.ati.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada a/at (1) ditaksanakan dalam rangka:

a. pembicaraan awal mengenai meteri muatan rancangan peraturan daerah
dan/atau rancangan ketijakan unum anggaran scrta prioritas dan plafon
anggaran sementara dalam rongka  penyusunan  rancangan  anggarn
pendapatan dan belanja daerah;

b. pembicaraan mengenai penanginan suatu masalah yang memeriukan
keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan; atau

c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang
ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepaia daerah.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pade ayat (1) pimpinan DPRD aidampingl oleh
pimpinan alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD yang terkait dengan matern
konsultasi dan kepala daerah didampingi cleh pimpir.an perangkat daerah yang tert ait.

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala alau
sesuai dengan kebutuhan.

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1, dapat diaksarakan, baik atas
prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala Jaerah.

(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud >ada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapa:
paripurna DPRD.

Pasal 116

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Jjuga dapat dilaksanakan dengan
pimpinan instansi vertikal di daerah.

(2) Konsultasi pimpinan DPRD dengan pimpinan vertikat sebagaiman a dimaksud pada ayat
(1) adalah dalam rangka menerima masukan dan memberikan sarar/ rekomendas:

mengenai permasalahan tertentu yang ter,adi di daerah.
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(3) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpiran instansi vertikal di
daerah mengenai mekanisma konsuitasi antara DPRD dengen instans) vertikal tersebut.

BAI3 Xl
PENERIMAAN PENGADUAN NDAN PENYALURAHN ASPIRASI
MASYARAKAT
Pasecl 117

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DFRD, anggota DPRD atau fraksi di CPRD
menerima, menampung, menyerap, dan nenindaklanjuti pengaduan dan/atau asirasi
masyarakat yang disampaikan secaa langsung atau tertuls tentang  suatu
permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi da wewenang DPRD.

(2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses
administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat
kelengkapan DPRD terkait, anggota DPRD), atau fraksi di DPRD.

(3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi ai DPRD dapat
menindaklanjuti pengad‘uan dan/atau aspirasi sesuai kewenangar.nya.

{4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan
DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terk.it, alau fiaksinya.

(5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/aiau aspirasi masyarakat darat ditindaklanjuti
dengan:

a. rapat dengar pendapat umum;
b. rapat dengar pendapat;
c. kunjungan kerja; atau
d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
(6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau asp rasi masyarakat diatur

oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XIlt
SISTEM PENDUKUNG DPRD
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 118

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD, dibentuk
sekretariat DPRD vyang susunan organisasi dan tata kerjanya diletzpken dengan
peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh secrang
sekrataris DPRD yang diangkat dan diternentikan dengan keputusan bupati atas
persetujuan pimpinan DPRD. ‘

(3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dar' pegawai negeri sipil
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Bajian Kedua
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AlHLI

Pasal 119

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dar wewenang DFRD dibentuk kelompok nakar
atau tim ahli.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapzn
DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) cengan pengaiaman
kerja paling singkat 5 {lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja
paling singkat 3 (tiga) tahun, etau strata tiga ($33) dengan pengalaman kerja
paling singkat 1 (satu) tahur.,

b. menguasai bidang yang diperl:-kan; dan

c. menguasai fugas dan fungsi DPRD.

(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai
kebutuhan atas usul anggota DPRD.

(5) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tetap atau sesuai dengan kegiatan yany memezarlukan dukungan keiompok pakar atau
tim ahli.

(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana cimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentian dengan keputusan sekretaric DPRD.

(7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimena dimaksud pada ayat (i) bekerja sesual
dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam  alat
kelengkapan DPRD.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 120
Dengan berlakunya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DJewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Peraturar DPRD Kabi paten Remoang Nomor 01
Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya dinyataken sudah tidak berlaku lagi.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 121
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, akan diatur lebih tanjut oleh
pimpinan DPRD dengan pers:atujuan Badan Musyawérah dan ditetenkan datam rapat
paripurna.



Pas:l 122

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Tata Tertib ini, akan ditinjau kembali.

Pasal 123
Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diRembang

Pada tanggal
DEWAN PZRWAKILAN RAKYAT
DAERAHKABUPATEN REMBANG

Keiua,

H. MAJID KAMIL MZ



